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MOTTO 

 

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, 

(berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah 

perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-

perbuatan) itu agar kamu beruntung.” 

                                              ( Q.S Al Maidah Ayat 90 ) 
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PEDOMAN LITERASI 

 

A. Umum 

Transliter adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan 

Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa 

Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa 

Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana 

ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku 

menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar 

pustaka, tetap menggunakan transliter ini. 

Banyak pilihan dan ketentuan transliter yang dapat digunakan 

dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, 

nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. 

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri 

(UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu 

transliter yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri 

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 

tanggal 22 januari 1987 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana 

tertera dalam buku Pedoman Transliter Bahasa Arab A Guide Arabic 

Transliteration. 

 

 

 

 



xi 
 

B. Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapat dilihat pada halaman berikut :  

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 S|a S| Es (dengan titik ث

diatas) 

 Jim J Je ج

 H{a H{ Ha (dengan titik ح

diatas 

 Kha Kh Ka dan Ha خ

 Dal D De د

 Z|al Z| Zet (dengan titik ذ

diatas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 S{ad S{ Es (dengan titik di ص

bawah) 

 D}ad D{ De (dengan titik di ض

bawah) 

 T{a T{ Te (dengan titik di ط

bawah) 

 Z}a Z{ Zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 Ain „ apostrof terbalik„ ع
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 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qof Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa 

diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 

dengan tanda (‟).  

 

C. Vokal, Panjang dan Diftong 

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk vocal fathah ditulis 

dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan 

panjang masing masing ditulis dengan cara berikut: 

Vokal (a) panjang = â misalnya لاي menjadi qâla  

Vokal (i) panjang = i misalnya ًٍل menjadi qila  

Vokal (û) panjang = û misalnya ْدو menjadi dûna 

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan 

dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat 

menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, 

wawu dan ya” setelah fafhah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan 

contoh berikut: 

Diftong (aw) = و misalnya لىي menjadi qawlun 
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Diftong (ay) = ي misalnya خٍش menjadi khayru 

D. Ta’marbûthah (ج) 

Ta‟marbûthah ditransliterasikan dengan “t” berada di tengah 

kalimat, tetapi apabila ta‟marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka 

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya اٌٍّذسسح اٌشسٍح 

menjadi al- risalat li al- mudarrisah, atau apabila berada di tengah tengah 

kalimat terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka 

ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan 

kalimat berikutnya, misalnya ً  .menjadi fi rahmatillâh هٍلا سزّح ف

E. Kata Sandang dan Lafadz al-jalâlah 

Kata sandang berupa “al” () ditulis dengan huruf kecil, kecuali 

terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada 

di tengah tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. 

Perhatikan contoh contoh berikut ini: 

1. Al- Imâm Al- Bukhâriy mengatakan… 

2. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan… 

3. Masyâ” Allâh kâna wâ lam yasya” lam yakun. 

4. Billah,, azza wa jalla. 

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan 

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus 

ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut 

merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah 

terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem 
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transliterasi. Perhatikan contoh berikut: 

“…Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin 

Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan 

kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari 

muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan 

salat di berbagai kantor pemerintahan, namun…” 

Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" 

dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa 

Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata kata tersebut 

sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang 

Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-

Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis “sholât”. 
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ABSTRAK 

Ahmad Faisol, NIM 17230099, 2024, Pasal 41 Ayat 1 Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Dalam Upaya 

Pencegahan Penyaluran Psikotropika Secara Online Perspektif Hukum 

Progresif Dan Maqasyid Syariah Jasser Auda Program Studi Hukum Tata 

Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang, Pembimbing Teguh Setyobudi, S.HI., M.H. 

Kata Kunci : Hukum Progresif , Maqasyid Syariah ,Psikotroika. 

         Pada era disrupsi yang pesat telah meningkatkan ilmu pengetahuan dan 

inovasi, namun juga memicu penyalahgunaan psikotropika, terutama di kalangan 

muda. Hukum yang ada seringkali tidak mampu menahan peredaran psikotropika 

melalui transaksi online, sehingga penegakan hukum progresif diperlukan. Hukum 

progresif dan maqasyid syariah dapat menjadi solusi untuk mengatasi 

permasalahan ini, mengutamakan keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Dalam 

skripsi ini mengkaji Pasal 41 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Dalam Upaya Pencegahan Penyaluran 

Psikotropika Secara Ilegal Perspektif Hukum Progresif dan Maqasyid Syari'ah 

Jasser Auda.        

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif 

dengan dua pendekatan yakni Pendekatan Perundang-Undangan,Pendekatan 

kasus dan Pendekatan Konseptual.Sedangkan bahan hukum yang digunakan 

adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini 

menggunakan metode analisis deskriptif. 

Hasil dari Penelitian ini adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Pasal 41 Ayat 1 jika dilihat dari konteks Hukum 

Progresif dari keempat indikator yaitu hukum untuk manusia, menolak status 

quo dalam berhukum, antsipasi hambatan, peran perilaku manusia, maka perlu 

penegakan hukum yang cukup kuat supaya dapat meminimalisir penyaluran 

psikotropika, perlu penyempurnaan terhadap regulasi yang sudah ada baik 

penerapan sanksi pidana dan juga rehabilitasi, penting nya peran masyarakat 

dalam memberantas penyaluran psikotropika. Dalam kontek maqasyid syariah 

yang memiliki tujuan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan dari segi 

kognitif maka masyarakat perlu adanya literasi masyarakat mengenai 

penggunaan teknologi secara baik, dan perlu proses perbaikan dari penegakan 

hukum sesuai dengan sistem hukum islam. 
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ABSTRACT 

 
Ahmad Faisol, NIM 17230099, 2024,Article 41 Paragraph 1 of the 

Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 

5 of 2023 in Efforts to Prevent Online Distribution of Psychotropic 

Substances from the Perspective of Progressive Law and Maqasyid 

Sharia,Constitutional Law Study Program (Siyasah), Sharia Faculty, Maulana 

Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Supervisor Teguh Setyobudi, 

S.HI., M.H. 

Keyword : Maqasyid Syariah , Progressive Law, Psychotropics. 

 

     In the era of rapid disruption has increased science and innovation, but it 

also triggered psychotropic abuse, especially among young people. Existing 

laws are often unable to contain the circulation of psychotropic drugs through 

online transactions, so progressive law enforcement is needed. Progressive law 

and maqasyid sharia can be a solution to overcome this problem, prioritizing 

justice and the benefit of society. In this thesis examines Article 41 Paragraph 1 

of the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia 

Number 5 of 2023 in Efforts to Prevent Illegal Distribution of Psychotropic 

Substances. Prevention of Illegal Distribution of Psychotropic Substances in the 

Perspective of Progressive Law and Maqasyid Shariah. Maqasyid Shari'ah 

Jasser Auda.  

This research uses normative juridical research with two approaches, 

namely the Legislation Approach, Case Approach and Conceptual Approach. 

Meanwhile, the legal materials used are primary, secondary and tertiary legal 

materials. In this study using descriptive analysis method. 

The result of this study is the Regulation of the Minister of Health of the 

Republic of Indonesia Number 5 of 2023 Article 41 Paragraph 1 when viewed 

from the context of Progressive Law of the four indicators of the law for 

humans, rejecting the status quo in law, antsipasi obstacles, the role of human 

behavior, then the need for law enforcement is strong enough in order to 

minimize the distribution of psychotropic, need to refine the existing 

regulations both the application of criminal sanctions and also rehabilitation, 

the importance of the role of society in combating the circulation of 

psychotropic. In the context of maqasyid sharia that has the goal of benefit and 

avoid harm in terms of cognitive then the community needs to have public 

literacy about the use of technology properly, and need the process of 

improvement of law enforcement in accordance with the Islamic legal system.  
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اٌثسث ِسرخٍص  

 
لائسح وصٌش  ٤اٌفمشج  ١٤، اٌّادج٤٢٧٢٢٢٠٠٠٧٢٧١أزّذ فٍصً، سلُ اٌهىاٌح اٌىطٍٕح   

فً اٌدهىد اٌّثزوٌح ٌّٕع اٌرىصٌع عثش الإٔرشٔد٧٢٧٢ٌعاَ   ٥ اٌصسحٌدّهىسٌح إٔذؤٍسٍا سلُ  

ٌمأىْ  ٌّؤثشاخ اٌعمٍٍح ِٓ ِٕظىس اٌمأىْ اٌرمذًِ وِماصذ اٌششٌعح خاسش عىدج تشٔاِح دساسح

إتشاهٍُ اٌذسرىسي )سٍاسح( (، وٍٍح اٌششٌعح، اٌداِعح الإسلاٍِح اٌسىىٍِح ِىلأا ِاٌه  

 ِالأح، اٌّششف عٍى ذٍغىٖ سٍرٍىتىدي، ط. ذ. ذ

 اٌىٍّاخ اٌّفرازٍح: اٌرشوٌىا إٌفسٍح، اٌمأىْ اٌرمذًِ، ِماصذ اٌششٌعح

وفً هزا اٌعصش اٌزي ٌرسُ تالاضطشاب اٌسشٌع، ذضاٌذخ اٌعٍىَ والاترىاساخ، وٌىٕها أدخ أٌضا إٌى ذعاطً 

غاٌثاً ِا ذىىْ اٌمىأٍٓ اٌساٌٍح غٍش لادسج عٍى اٌسذ ِٓ ذذاوي اٌّؤثشاخ اٌعمٍٍح، وخاصح تٍٓ اٌشثاب. 

اٌّؤثشاخ اٌعمٍٍح ِٓ خلاي اٌّعاِلاخ عثش الإٔرشٔد، ٌزٌه هٕان زاخح إٌى إٔفار اٌمأىْ تشىً ذذسٌدً. 

وٌّىٓ أْ ٌىىْ اٌمأىْ اٌرمذًِ وِماصذ اٌششٌعح زلاً ٌٍرغٍة عٍى هزٖ اٌّشىٍح، ِع إعطاء الأوٌىٌح 

ِٓ لائسح وصٌش اٌصسح  ٤اٌفمشج ١٤ِصٍسح اٌّدرّع. فً هزٖ الأطشوزح، ٔذسط اٌّادج ٌٍعذاٌح و

تشأْ خهىد ِٕع اٌرىصٌع غٍش اٌمأىًٔ ٌٍّؤثشاخ اٌعمٍٍح ِٓ  ٧٢٧٢ٌعاَ   ٥ٌدّهىسٌح إٔذؤٍسٍا سلُ 

 ِٕظىس لأىًٔ ذمذًِ وِماصذ اٌششٌعح خاسش عىدج

ىًٔ اٌّعٍاسي رو ِٕهدٍٓ، هّا إٌّهح اٌرششٌعً، ٌسرخذَ هزا اٌثسث ٔىعاً ِٓ اٌثسث اٌمأىًٔ اٌمأ

وإٌّهح اٌذعىىً، وإٌّهح اٌّفاهًٍّ، أِا اٌّىاد اٌمأىٍٔح اٌّسرخذِح فهً اٌّىاد اٌمأىٍٔح الأوٌٍح 

  واٌثأىٌح واٌثاٌثٍح. ٌسرخذَ هزا اٌثسث أساٌٍة اٌرسًٍٍ اٌىصفً

، ٤اٌفمشج  ١٤اٌّادج  ٧٢٧٢عاَ  ٥ٍا سلُ ٔرائح هزا اٌثسث هً لائسح وصٌش اٌصسح فً خّهىسٌح إٔذؤٍس

إرا ٔظش إٌٍها ِٓ سٍاق اٌمأىْ  اٌرمذًِ ِٓ اٌّؤششاخ الأستعح، وهً لأىْ اٌثشش، اٌزي ٌشفض اٌىضع 

اٌشاهٓ فً اٌمأىْ، وذىلع اٌعمثاخ، ودوس اٌسٍىن اٌثششي، فّٓ اٌضشوسي ذطثٍك لأىْ لىي تّا ٌىفً 

شاخ اٌعمٍٍح، وِٓ اٌضشوسي ذسسٍٓ اٌٍىائر اٌساٌٍح فً وً ِٓ ذطثٍك ٌٍىىْ لادسًا عٍى ذمًٍٍ ذىصٌع اٌّؤث

اٌعمىتاخ اٌدٕائٍح ووزٌه إعادج اٌرأهًٍ، واٌذوس اٌّدرّع فً اٌمضاء عٍى ذىصٌع اٌّؤثشاخ اٌعمٍٍح أِش 

ِهُ. وفً سٍاق ِماصذ اٌششٌعح اٌرً ذهذف إٌى ذسمٍك إٌّفعح وذدٕة اٌضشس ِٓ ِٕظىس ِعشفً، ٌسراج 

ٌى ِسى الأٍِح اٌعاِح فٍّا ٌرعٍك تالاسرخذاَ اٌسٍٍُ ٌٍرىٕىٌىخٍا، وٌدة ذسسٍٓ عٍٍّح إٔفار اٌّدرّع إ

 .اٌمأىْ تّا ٌرىافك ِع إٌظاَ اٌمأىًٔ الإسلاًِ
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

        Masa globalisasi yang cepat telah menunjukkan peningkatan keterampilan 

orang, khususnya peningkatan ilmu pengetahuan dan inovasi sehingga memiliki 

efek positif dan juga memiliki efek pesimis, misalnya, tidak dapat disangkal lagi 

kompleksitas dan kemajuan kesalahan sejauh jumlah dan kualitas yang semakin 

mengglobal. Salah satunya adalah tentang transaksi dan akuisisi obat-obatan di 

web, di Indonesia hampir secara konsisten berbagai virtual melaporkan banyak 

kasus jual beli obat-obatan dan, yang lebih memprihatinkan, pelakunya adalah 

usia yang lebih muda yang dimanfaatkan sebagai pemimpin masa depan bangsa. 

     Dalam situasi saat ini, hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. 

Demonstrasi pembuatan hukum harus diikuti dengan pelaksanaannya yang nyata 

dalam kehidupan masyarakat. Inilah yang dimaksud dengan menegakkan hukum. 

“Negara Indonesia adalah suatu susunan Negara yang berkedaulatan rakyat”, 

dalam Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) perubahan ketiga. Dalam 

penggambaran Undang- Undang Dasar 1945 tentang kerangka pemerintahan 

Negara, dinyatakan bahwa “Negara Indonesia bersendikan atas peraturan 

(rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat)”. Standar 

fundamental yang dilambangkan dalam peraturan esensial memberikan harapan 

akan peraturan sebagai penopang kehidupan individu. Meskipun demikian, hukum 
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dan ketertiban adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh Negara dalam kekuatan 

pengaruh, bukan kualitas kekuatan yang tanpa batas. 

     Jimly Asshiddiqie mengungkapkan, Penegakan Hukum merupakan suatu 

pendekatan yang mengedepankan upaya-upaya untuk memelihara atau bekerjanya 

standar- standar yang sah secara wajar sebagai pedoman tingkah laku dalam 

berperilaku dan hubungan- hubungan yang sah dalam pergaulan hidup 

bermasyarakat dan bernegara.
1
 Psikotropika adalah zat atau obat positif bukan 

narkotika yang bersifat khas atau palsu, yang digambarkan atau bernilai psiko 

dinamis melalui akibat yang parah pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan 

perubahan umum pada gerakan dan perilaku mental yang dapat mengurangi kerja 

otak atau menguatkan susunan syaraf pusat dan menimbulkan keanehan-keanehan 

sosial yang diikuti dengan adanya bayangan (mimpi), khayalan-khayalan yang 

bertambah buruk dari teknik mengharapkan perubahan dalam domain yang 

mendalam dan dapat menimbulk ketergantungan serta mempunyai pengaruh 

eksitasi (menyegarkan) bagi para pemakainya.
2
 

      Psikotropika juga dicirikan sebagai zat dalam berbagai jenis tablet dan obat 

yang mempengaruhi kesadaran mengingat bahwa tujuan pengobatan adalah 

komunitas unik dalam sistem sensorik fokus (pikiran dan sumsum tulang 

belakang). Tidak hanya itu, kapasitas, penanganan penyebaran dan pendistribusian 

obat saat ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan. Seperti yang diatur dalam pasal 98 ayat (2): setiap orang yang 

                                                           
1
 Muhammad Alif Ghifari, Skripsi 2018, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 

dengan judul: penegakan hukum pidana terhadap peredaran psikotropika melalui media sosial di 

kalangan pelajar. 
2
 Hari Sasangka,Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana,Jakarta,Mandar Maju,2003,15. 
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tidak memiliki hak dan kewenangan dilarang membuat, menyimpan, menguasai, 

menangani, menyebarkan, dan mengedarkan obat dan bahan yang bernilai obat.” 

Saat ini obat-obatan psikotropika telah menjadi benda yang sudah umum secara 

lokal, telah berubah menjadi barang yang saat ini tidak jarang hanya dengan 

membayangkan setiap data Televisi ada data yang dapat diandalkan tentang 

narkoba. 

     Penyebaran obat-obatan psikotropika saat ini telah memiliki pilihan untuk 

bergerak ke daerah yang paling jauh sekalipun, dan dari tingkat bawah hingga 

tingkat atas juga menyalahgunakan obat-obatan psikotropika. Psikotropika benar-

benar dimanfaatkan dalam bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan. Hal ini 

dikarenakan adanya arus transaksi psikotropika yang dipimpin oleh pertemuan-

pertemuan sembrono dengan tujuan agar pihak tersebut dapat menerima imbalan 

dari yang kecil hingga yang besar, kemudahan akses untuk mendapatkan 

psikotropika saat ini bukanlah hal yang asing lagi. Saat ini produk tersebut dapat 

dipertukarkan di berbagai kalangan termasuk ke kalangan bawah. Salah satunya 

adalah kemudahan seorang individu dalam memanfaatkan dunia maya dapat 

menjadi salah satu pemicu untuk mempermudah mendapatkan produk tersebut. 

     Media online yang dulunya digunakan sebagai pola interaksi antar pribadi agar 

tidak dianggap “kuno” dan dapat digunakan untuk berinteraksi, saat ini telah 

disalahgunakan oleh para pengedar psikotropika untuk melakukan jual beli 

psikotropika secara tidak sah melalui media online atau media elektronik dengan 

cara yang sederhana. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: “Pertukaran Data Elektronik adalah 
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kegiatan yang dilakukan secara sah dengan menggunakan komputer, organisasi 

komputer, dan/atau media elektronik lainnya”
3
 Dalam Undang-Undang Informasi 

Transaksi Elektronik ini, yang dimaksud dengan Data Elektronik adalah satu atau 

sekumpulan informasi elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, 

suara, gambar, peta, denah, foto, electronic data interchange (EDI), surat 

elektronik (electronic mail), pesan, kawat, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, 

angka, Kode Akses, gambar, atau sejenisnya, yang telah diolah yang memiliki arti 

atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 ayat (1)). 

Pertukaran Elektronik adalah kegiatan yang sah yang dilakukan dengan 

menggunakan komputer, organisasi komputer, serta media elektronik lainnya 

(Pasal 1 ayat (2)).
4
 

        Dalam pemebahasan terhadap penelitian tersebut terdapat pasal 41 ayat 1 

yang berbunyi :(1) Penyaluran Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi 

dalam bentuk obat jadi hanya dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan dari 

apoteker penanggung jawab atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan untuk 

kebutuhan penelitian dan pengembangan. 

       Pasal 41 ayat 1 mengatur tentang penyaluran narkotika, psikotropika, dan 

prekursor farmasi dalam bentuk obat jadi. Berdasarkan pasal ini, penyaluran obat-

obatan tersebut hanya dapat dilakukan jika ada surat pesanan dari Apoteker 

penanggung jawab, Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan. Surat pesanan tersebut 

                                                           
3
 Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

4 Artikel moh.faisol Pengadilan Negeri Samarinda https://pta samarinda.go.id/artikel 

pengadilan/1949 uu informasi dan transaksi elektronik aspek--%20hukum dan pembuktiannya 

oleh dr drs h moh faishol hasanuddin s h m h%20diakses 20 Mei 2024. 
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dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan penelitian dan pengembangan. Jadi, 

penyaluran narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi dalam bentuk obat jadi 

hanya diperbolehkan jika ada permintaan dari pihak yang berwenang, yaitu 

apoteker penanggung jawab atau kepala lembaga ilmu pengetahuan, dan 

tujuannya hanya untuk keperluan penelitian dan pengembangan. Aturan ini 

bertujuan untuk mengontrol dan mengawasi peredaran narkotika, psikotropika, 

dan prekursor farmasi agar tidak disalahgunakan, serta memastikan bahwa obat-

obatan tersebut hanya digunakan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan 

ilmu pengetahuan, bukan untuk tujuan lain yang tidak diinginkan. 

    Namun dengan perkembangan zaman terjadi pelemahan pada pasal tersebut 

yang dapat dilihat dari upaya pengawasan dan penegakan hukum seperti 

Peredaran melalui transaksi online sulit terdeteksi dan terlacak, sehingga 

pengawasan menjadi lebih sulit. kurangnya koordinasi pada pihak instansi terkait 

seperti kepolisian, pemerintah dan juga masyarakat Kasus penyalahgunaan 

psikotropika masih menjadi permasalahan di Indonesia. Dampak penyalahgunaan 

psikotropika dapat menyebabkan pengguna menjadi ketergantungan, hal ini 

dikarenakan tubuh pengguna mentoleransi penggunaan zat sehingga dosis yang 

digunakan akan semakin tinggi dan dapat menimbulkan keinginan yang tak 

tertahankan untuk terus menambah dosis.
5
 Adanya ketergantungan fisik dan 

psikologis inilah yang membahayakan pengguna. . Selain itu, penyalahgunaan ini 

                                                           
5 Azmiyati SR. Gambaran penggunaan napza pada anak jalanan di Kota Semarang. J Kesehat 

Masy. 2014;137-43. 
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diperparah dengan belum adanya kepastian hukum terkait penjualan psikotropika 

dan prekursor di pasar bebas tanpa adanya resep dokter.
6
 

     Berdasarkan penggunaan obat-obatan yang mengandung zat psikotropika dapat 

dipicu dari stres yang disebabkan oleh beban pekerjaan yang ditanggung atau 

melalui hal-hal di luar pekerjaan. Stres tersebut dapat membuat seseorang sulit 

tidur atau bisa lebih parah lagi yang membuat seseorang mengakhiri hidupnya. 

Indonesia melarang untuk mengakhiri hidupnya yang disebut dengan euthanasia, 

maka dalam hal ini kedokteran membuat obat pengurang stres dan obat penenang. 

Ada berbagai macam stres yang dapat kita ketahui, baik stres yang baik maupun 

stres yang buruk. Stres yang baik biasanya dipicu oleh hal-hal yang mendebarkan, 

seperti ketika ingin melaksanakan pernikahan, biasanya orang tersebut akan 

disibukkan oleh berbagai macam hal yang dapat memicu stres, namun stres ini 

masih dikategorikan stres yang baik, stres ketika mengerjakan skripsi atau tugas 

biasanya orang stres karena setumpuk pekerjaan. Stres yang tidak baik biasanya 

dipicu oleh sesuatu yang tidak kita inginkan namun terjadi pada diri kita. 

    Penyaluran obat-obatan terlarang di Indonesia terus meluas dan saat ini berada 

pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Obat-obatan terlarang diedarkan di 

masyarakat perkotaan yang sangat besar dan juga telah sampai di tingkat provinsi 

dan pelaku penggunaan obat-obatan terlarang adalah orang-orang yang telah 

dewasa dan juga telah menyebar ke semua lapisan masyarakat mulai dari 

pengganti, pemeran pengganti, visioner bisnis, pihak berwenang, anak jalanan, 

                                                           
6
 Masruri Muchtar, Romadhoni & KAA. Tantangan dan Strategi Pengawasan Narkotika, 

Psikotropika, dan Prekursor Di Masa Pandemi Covid19. J Perspekt Bea Dan Cukai. 2020;4(2):111 

122. 
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dan lain-lain. Dengan asumsi itu semua dilakukan atau diklarifikasi, itu akan 

disebut regulasi dan jika tidak, itu tidak disebut regulasi. Perkembangan regulasi 

sering kali melibatkan orang dan aktivitas mereka. Hukum memiliki motivasi di 

balik memberikan keamanan bagi kepentingan manusia (semua orang, apa pun 

yang terjadi). Oleh karena itu, hukum harus dijalankan agar kebutuhan manusia 

dapat terjamin. Dalam pelaksanaannya hukum dapat berjalan dengan cara yang 

biasa dan tenang, namun jugadapat terjadi pelanggaran hukum.
7
 

     Otoritas kesehatan membuat obat yang dapat menenangkan seseorang untuk 

meringankan sedikit stres yang ada dalam diri seseorang. Obat tersebut dijual 

secara bebas dan legal meskipun obat penenang tersebut harus memerlukan resep 

dokter. Pada dasarnya obat penenang ini dijual secara legal di apotek dan di 

tempat-tempat yang termasuk dalam industri farmasi yang memiliki izin edar. 

Sebelum dikeluarkannya peraturan ini, ada banyak kasus yang terjadi termasuk 

obat Psikotropika sebagai obat biasa dan penyalahgunaan obat Psikotropika, 

namun pada saat itu kasus-kasus tersebut tidak sulit untuk dikalahkan karena 

peraturan tersebut tidak berdaya.
8
 Demikian juga, dasar dari peraturan yang 

mengenai Psikotropika dengan alasan bahwa dalam perubahan masyarakat, 

khususnya peningkatan kesejahteraan bertujuan untuk mencapai kesadaran, 

semangat, dan kapasitas untuk hidup cerdas bagi setiap penghuninya. Dalam 

konsideran Undang-Undang tersebut antara lain mempertimbangkan peningkatan 

kesejahteraan dengan menitikberatkan pada pelayanan kesehatan dalam hal ini 

aksesibilitas dan antisipasi penggunaan narkoba kronis serta pemberantasan 

                                                           
7
 Ishaq, Dasar Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, 9. 

8
 Gatot, Supramono,.Hukum Narkoba Indonesia, Jambatan, Jakarta, 2001, 37. 
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peredaran gelap khususnya Psikotropika. Selanjutnya, penyalahgunaan 

Psikotropika dapat menghambat eksistensi manusia dan eksistensi negara, 

sehingga dapat membahayakan keselamatan masyarakat. 

    Dalam kasus yang pernah terjadi Pada tanggal 3 Juni 2023, dua orang pengedar 

obat keras berbahaya berinisial HB, 26 tahun dan MI, 29 tahun ditangkap oleh 

Satuan Reserse Narkoba Polres Probolinggo. Berdasarkan informasi domisili, 

kedua pelaku merupakan warga Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo. 

Polisi melakukan pengungkapan setelah mendapatkan informasi bahwa ada paket 

yang berisi ribuan pil koplo yang akan dikirim melalui salah satu kantor jasa 

pengiriman barang. Polisi kemudian menggeledah dan menemukan dua  kardus 

pil koplo dengan jenis Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan.
9
 

     Kedua pelaku mendapatkan barang haram tersebut dari Jakarta dan mengaku 

memesan barang tersebut melalui internet. Barang bukti yang disita antara lain 32 

butir pil koplo jenis Dextromethorphan dan 2 butir pil koplo jenis 

Trihexyphenidyl yang berasal dari paket inisial (H) dan 4 butir pil koplo jenis 

Trihexyphenidyl serta 2 butir pil koplo jenis Dextromethorphan yang berasal dari 

paket inisial (I). Kasat Reserse Narkoba Polres Probolinggo, AKP Ahmad Jayadi, 

mengatakan hal tersebut dan menambahkan bahwa pihaknya akan terus 

melakukan pengembangan terhadap kasus ini dengan lebih fokus untuk 

mengungkap pengedar dan alur peredaran barang haram ini.
10

 Menurut data BPS 

                                                           
9
  JatimNews.net https://jatimnet.com/polisi-ringkus-dua-pengedar-pil-koplo-bermodus-jasa-

pengiriman diakses 25April 2024. 
10  Polisi melacak peredaran dua arek pemuda Radar Bromo 
https://radarbromo.jawapos.com/hukum-kriminal/1001635018/40-ribu-pil-koplo-dikirim-lewat-

ekspedisi-2-arek-kraksaan-dibekuk  diakses 4 Mei 2024. 

https://jatimnet.com/polisi-ringkus-dua-pengedar-pil-koplo-bermodus-jasa-pengiriman
https://jatimnet.com/polisi-ringkus-dua-pengedar-pil-koplo-bermodus-jasa-pengiriman
https://radarbromo.jawapos.com/hukum-kriminal/1001635018/40-ribu-pil-koplo-dikirim-lewat-ekspedisi-2-arek-kraksaan-dibekuk
https://radarbromo.jawapos.com/hukum-kriminal/1001635018/40-ribu-pil-koplo-dikirim-lewat-ekspedisi-2-arek-kraksaan-dibekuk
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Kabuapten Probolinggo jumlah kasus narkoba diusia 26 sampai dengan 35 

berjumlah 71 kasus dan usia 17 sampai 25 berjumlah 33 kasus ini membuktikan 

bahwa bahwa banyak kalangan anak muda khususnya pelajar yang sebagai 

generasi muda.
11

 

     Oleh karena itu, peneliti ingin memfokuskan pada hukum progresif yang akan 

menjadi acuan penulisan penelitian ini, adapun hukum progresif menekankan 

bahwa hukum adalah untuk manusia. yaitu pada prinsip kebenaran dan keadilan 

yang menjadikan pokok bahasan dalam pasal tersebut. negosiasi hukum. Hukum 

ini terus mengkaji kekuatan hukum untuk mengatasi permasalahan dalam 

masyarakat, dimana hukum dibentuk untuk manusia atau bisa dikatakan hukum 

mengikuti perkembangan manusia, bukan sebaliknya. Hukum ini terus mengkaji 

apakah hukum dapat memberikan perubahan pada situasi sosial saat ini, karena 

saat ini banyak orang yang menganggap hukum hanya sebagai rambu-rambu yang 

tidak ada kaitannya, sehingga penting untuk menemukan hukum yang terus 

menjadi hukum yang sesuai dengan kehidupan masyarakat saat ini.
12

 Dalam hal 

ini, hukum tidak memutuskan sendiri tanpa memandang batas. Pemahaman 

hukum progresif terhadap konsep keadilan adalah bahwa hukum harus 

memperhatikan sumber-sumber hukum untuk mencapai keadilan yang lebih baik. 

     Hukum progresif merupakan sebuah konsep yang unik dalam hukum atau 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Keunikan gagasan ini 

                                                           
11 Data BPS Kab.probolinggo  
https://probolinggokab.bps.go.id/statictable/2024/04/30/1443/data pelaku penyalahgunaan narkoba 

di kabupatenprobolinggo 2021 2023.html  diakse 9 Juli 2024. 
12

 Nuryadi, H. Deni, and M. H. Sh. "Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia." 

Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum 1.2 (2016): 394-408. 
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didasarkan pada kemampuannya dalam memecahkan keberadaan hukum modern 

dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip sistem hukum. Hukum progresif dapat 

merespon dan mengkritisi berbagai kegagalan dalam hukum modern yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, legalisme, dan pandangan linier. 

Tujuannya adalah untuk menjawab persoalan hukum sebagai persoalan antar 

manusia secara komprehensif.
13

 Hukum progresif dalam membangun suatu cara 

berhukum yang memilik empat landasan atau indikator yang dapat diuraikan 

berikut ini: 

       Landasan pertama dari hukum progresif adalah bahwa hukum melayani 

kemanusiaan. Pandangan atau keyakinan dasar ini bukan berarti bahwa hukum 

adalah pusatnya, tetapi manusia adalah pusat dari sistem hukum. Hukum berpusat 

pada masyarakat.
14

 Kedua, hukum terus menolak untuk mempertahankan status 

quo, memberikan efek yang sama ketika orang berpendapat bahwa hukum adalah 

norma untuk segala sesuatu, orang adalah untuk hukum.
15

 Ketiga, cara kita 

menggunakan hukum juga harus mengantisipasi bagaimana kita akan mengatasi 

hambatan-hambatan yang terkait dengan penggunaan hukum.
16

 Keempat, hukum 

terus memberikan perhatian yang lebih besar pada peran perilaku manusia dalam 

hukum.
17

 

     Kejahatan penayalahgunaan psikotropika dalam maqasyid syariah adalah 

segala sesuatu yang dapat merusak akal yang diqiyaskan dengan pengguna khamr, 

                                                           
13

 Nuryadi, H. Deni, and M. H. Sh. "Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia." 

Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum 1.2 (2016): 394-408. 
14

 Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum progresif (Jakarta: Kompas, 2010), 61. 
15

 Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum progresif (Jakarta: Kompas, 2010), 62. 
16

 Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum progresif (Jakarta: Kompas, 2010), 64. 
17

 Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum progresif (Jakarta: Kompas, 2010), 66. 
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hal-hal dalam katagori khamr adalah sabu, ekstasi, fenobarital, netrizepam dan 

sejenisnya. Sebagaimana dalam hukum positif,dan hukum Islam juga terdapat 

sanksi bagai pelaku dan pengguna narkoba. Kejahatan ini dalam hukum pidana 

Islam dimasukan kedalam jarimah hudud,atau tindak pidana karena 

penyalahgunaan psikotropika dapat merusak akal dan jiwa bahkan dapat 

menimbulkan kematian.
18

 Dari perspektif maqasyid, hukum Islam berfungsi 

sesuai dengan aturan-aturan jiwa dan roh manusia. Selain itu, maqasid mengacu 

pada penafsiran ilahi dan prinsip-prinsip moral-seperti keadilan, martabat 

manusia, kemandirian, amal, dan persamaan tanggung jawab dalam masyarakat-

yang membentuk fondasi hukum Islam.
19

 

     Penerapan maqasyid al-syariah, terbuka, kebaruan, pemerintahan, dan 

pertukaran dan hukum Islam. Oleh karena itu, keakuratan ijtihad atau hukum 

harus diselesaikan dengan mengidentifikasi Maqasyid Syariah. harus dipersiapkan 

untuk menarik kesimpulan hukum yang mengarah pada ijtihad atau maqāsyid. 

Proses ijtihad merupakan metode yang efektif untuk mendapatkan maqāsyid 

hukum. Penelitian ekstensif yang dilakukan oleh Jasser Auda dapat menunjukkan 

pemenuhan prinsip tersebut: melindungi kekayaan masa lalu dan memulihkan 

kekayaan masa kini. Hal ini dianggap efektif dan tepat guna dalam menerapkan 

hukum Islam modern. Dengan menerapkan sistem dan tata hukum Islam, Jasser 

Auda membagi sistem hukum Islam ke dalam enam bagian, yaitu pertama, 

                                                           
18

 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah,Bandung: Pustaka Setia, 2000, 96. 
19

 Muhammad Solikhudin, Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih 

dengan Maqasid al-Syariah Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022, 64-65.   
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hakikat pikiran, kedua keseluruhan, ketiga, ruang, keempat, prinsip pengaruh 

sosial, kelima, multidimensi, keenam, tujuan atau sasaran. 

      Tujuan pemberian sanksi dalam Islam cocok dengan rancangan tujuan biasa di 

syariatkannya hukum, ialah buat merealisasi kemaslahatan umat serta menegakan 

keadilan. Yang ditegakan dalam syariat Islam memiliki dua pandangan ialah 

prefentif serta represif. Dengan ditetapkannya kedua pandangan itu akan diperoleh 

satu kemaslahatan (positif), ialah terbentuknya akhlak yang bagus maka membuat 

jadi masyarakat terjaga damai serta penuh dengan kesamarataan Akhlak yang 

dilandasi dengan agama akan membawa kelakuan individu cocok dengan arahan 

agama. Landasan perundangan Islam berlandaskan pada kaidah melindungi 

kemaslahatan serta menyangkal ancaman sehingga syariat ini melarang semua 

bahan ataupun zat yang dapat mengakibatkan ancaman ataupun suatu yang lebih 

tidak baik yang mengandung zat dalam wujud diminum, dingin dikonsumsi 

serbuk ataupun menghisap.
20

 

      Diharamkan pemakai segala tipe narkoba ialah semua barang yang mematikan 

badan serta akal semacam ekstasi, sabu, pil koplo dan juga sebaginya. 

Berdasrakan hadits dari Ummu Salamah yang mengatakan “Rasulullah SAW 

melarang mengkonsumsi seluruh benda yang memabukan dan melemahkan 

tubuh.Disamping itu, benda-benda seperti ini juga membahayakan akal dan tubuh 

manusia.”
21 Dalam uraian diatas peneliti mengajukan judul skripsi tentang 

“PASAL 41 AYAT 1 PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK 

                                                           
20

 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Usȗl Fiqh,Kuwait: Darul Qalam,1992, 198.   
21

 Azl– Zuhaili, Wahbah, Usu al - Fiqh al - Islami, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986, 187.   
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INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2023 DALAM UPAYA PENCEGAHAN 

PENYALURAN PSIKOTROPIKA SECARA ONLINE PERSPEKTIF HUKUM 

PROGRESIF DAN MAQASYID SYARI‟AH JASSER AUDA”  

B. Rumusan Masalah 

     Dalam uraian latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah dengan 

memfokuskan penelitian ini, berikut rumusan masalahnya:  

1. Bagaimana pasal 41 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 

2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dalam 

pencegahan penyaluran psikotopika secara online perspektif Hukum 

Progresif ?  

2. Bagaimana Tinjauan Maqasyid Syariah Jasser Auda terhadap pencegahan 

penyaluran psikotropika dalam ketentuan pasal 41 Ayat 1 Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 ? 

C. Tujuan Penelitian 

      Berikut ini adalah beberapa tujuan penelitian : 

1. Menganalisis dan mengkaji pandangan Hukum Progesif terhadap 

ketentuan Pasal 41 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 

2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. 

2. Menganalisis dan mengkaji pandangan Maqasyid Syariah Jasser Auda 

terhadap Ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 

2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. 
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D. Manfaat Penelitian 

   Ada beberapa manfaat yang di uraikan oleh penulis dalam penelitian ini ialah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memajukan pemahaman ilmiah 

mengenai hukum Tata Negara, khususnya yang berkaitan dengan 

pelanggaran yang melibatkan obat-obatan psikotropika dan sesuai dengan 

undang-undang yang berlaku saat ini. 

b. Untuk kemajuan penelitian dan studi hukum tentang pasal 41 Ayat 1 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, 

Psikotropika, dan Prekursor Farmasi perspektif hukum progresif dan 

maqasyid syariah jasser auda. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk kemajuan penelitian dan studi hukum tentang pasal 41 Ayat 1 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, 

Psikotropika, dan Prekursor Farmasi perspektif hukum progresif dan 

maqasyid syariah jasser auda. 

b. Selain itu, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi referensi 

tambahan bagi masyarakat mengenai pertimbangan hukum dalam 

mengadili kasus-kasus yang berkaitan dengan peredaran psikotropika. 
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E. Definisi Operasional 

       Untuk mendapatkan gambar yang jelas dan untuk menghindari akan terjadi 

kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis perlu 

menjelaskan maksud dari variable- variable judul skripsi ini : 

1. Hukum Progresif  

      Secara etimologi, kata “progresif” berasal dari kata progress dari Bahasa 

Inggris yang berarti kemajuan. Jika kata „hukum‟ dan „progresif‟ digabung, maka 

bermakna bahwa hukum hendakya mampu mengikuti perkembangan zaman agar 

mampu melayani kepentingan masyarakat berdasarkan aspek moralitas sumber 

daya para penegak hukum. Sedangkan apabila hukum progresif dihubungkan 

dengan penafsiran hukum, hal ini berarti bahwa penafsiran progresif memahami 

proses hukum sebagai proses pembebasan terhadap suatu konsep kuno yang tidak 

dapat digunakan dalam melayani kehidupan masa kini.
22

 Adapun terkait dalam 

penelitian ini pada pasal 41 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 

2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi pada bagian-bagian 

hukum progresif sebagai berikut : pertama hukum untuk manusia bukan 

balikannya, kedua penolakan untuk mempertahankan status quo dalam berhukum. 

Ketiga antisipasi hambatan, keempat, peranan perilaku manusia. 

2. Psikotropika  

      Definisi “Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis 

bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada 

                                                           
22

 Mahrus Ali, Membumikan Hukum Progresif, (Yogjakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 107.   
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susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan 

prilaku.
23

 

3. Maqsyid Syariah Jasser Auda  

      Jasser Auda mendefinisikan maqasid, yang secara harfiah berarti “tujuan”, 

sebagai hikmah di balik sebuah aturan. Sebagai contoh, tujuan zakat dalam 

membantu kesejahteraan sosial dan tujuan puasa untuk menyadari dan menyadari 

keberadaan Allah SWT adalah beberapa contoh luasnya maqasid. Maqasid juga 

berarti tujuan-tujuan moral yang ingin dicapai oleh hukum Islam dengan 

membatasi atau menghindari secara total jalan kejahatan.
24

 Syariah merujuk pada 

sistem hukum agama yang diciptakan oleh Tuhan dan ditujukan untuk umat 

manusia. Dalam istilah teknis, syariah mengacu pada seperangkat prinsip yang 

ditetapkan oleh Tuhan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan 

dan juga hubungan antara manusia dalam konteks sosial, yaitu antara manusia 

dengan benda-benda di alam sekitarnya. Menurut Jasser Auda, syariah adalah 

wahyu yang diterima dan digunakan oleh Nabi Muhammad (saw) dalam ajaran 

dan tujuan hidupnya. Sumber syariah dapat dianggap sebagai Al-Qur'an dan 

Sunnah.. Karena pembentukan hukum dalam Islam adalah untuk pengembangan 

manfaat dalam menjaga tujuan syariah, maqasid al-syariah pada dasarnya adalah 

tentang mencapai manfaat maksimal bagi masyarakat. Studi ilmu pengetahuan 

Islam yang dikenal sebagai maqasid al-shariah telah berkembang sejak hadits dan 

nash Al-Qur'an diturunkan. 

 

                                                           
23

 Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023.   
24

 Muhammad Solikhudin, Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih 

dengan Maqasid al-Syariah (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), 64-65.   
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F. Metode Penelitian 

      Metodologi penelitian ialah usaha menyelidiki serta menelusuri suatu 

permasalahan dengan memakai metode kegiatan keilmuan dengan cara teliti serta 

awas buat mengambil mengerjakan melaksanakan analisa informasi serta 

mengutip kesimpulan dengan cara terstruktur serta adil untuk mengatasi sesuatu 

permasalahan ataupun mengevaluasi teori buat memperoleh sesuatu wawasan 

yang berfungsi untuk kehidupan manusia.
25

 

   1. Jenis Penelitian 

     Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, 

yang kadang-kadang dilihat sebagai penelitian hukum teoritis atau penelitian 

hukum dogmatis. Teori ini menyatakan bahwa hukum dibentuk oleh peraturan 

tertulis yang dibuat dan dikeluarkan oleh mesin atau organisasi pemerintah yang 

berwenang.
26

 Gagasan ini dikembangkan sebagai sistem normatif yang tertutup 

dan otonom, dan sering kali diimplementasikan sebagai sistem normatif yang 

terisolasi dari masyarakat yang sebenarnya.
27

 Dengan berkaitan penelitian ini 

yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 Pasal 41 Ayat 1 

Perspektif Hukum Progresif dan Maqsyid Syariah Jasser Auda. 

   2. Pendekatan Penelitian 

                                                           
25

 Abubakar, H. Rifa‟I. Pengantar metodologi penelitian. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021, 

2.   
26

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. 

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, 13.   
27

 Amiruddin dan H Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2006, 118.   
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     Penelitian ini menggunakan dua model pendekatan yaitu, Pertama, pendekatan 

perundang-undangan (statute approach), dan Kedua, pendekatan konseptual 

(conceptual approach), yaitu mendekati permasahan dari sudut konseptual. 

a) Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Pendekatan 

perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan penelitian yang 

digunakan oleh penulis dengan menelaah peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Perolehan dari ulasan 

adalah satu opini untuk mengatasi isu yang dihadapi. Dalam studi ini 

dilaksanakan untuk menelaah tentang Pasal 41 Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, dan 

Prekursor Farmasi sebagai untuk meminimalisir tindak peredaran 

psikotropika dan menjamin dan menciptakan kesejahteraan masyrakat. 

b) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) Yang dimaksud dengan 

pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan 

dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari 

pandangan-pandang doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan 

menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, 

konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang 

dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan konsptual (conceptual 

approach) ialah pendekatan yang dipetik dari pandangan dan doktrin yang 

berkembang dalam ilmu hukum.
28

 Pendekatan konseptual ini ditunjukkan 

                                                           
28

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana, 2005),  97.   
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adanya pemikiran tentang konsep Hukum Progresif dan Maqasyid 

Syari‟ah Jasser Auda yang menjadi perspektif dalam penelitian ini. 

   3. Bahan Hukum 

    Dalam sumber data dari penelitian hukum normatif di dapat dari telaah 

kepustakaan, data hukum yang akan dikaji yang disebut bahan hukum. Peneliti 

menarik tiga jenis bahan huku yaitu : bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier. Beberapa penjelesan sebagai berikut : 

a. Bahan Hukum Primer 

     Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa bahan hukum primer merupakan 

dokumen yang sah, yaitu dokumen yang memiliki otoritas.
29

 Dalam hal ini bahan 

hukum primer terdiri dari Undang-Undang, catatan resmi, atau termasuk dalam 

pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.
30

 Dalam penelitian 

ini, Peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut: 

1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, 

Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. 

2) Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Narkoba (P4GN). 

3) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021 

Tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, 

Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. 

4) Buku Penegakan Hukum Progresif. 

                                                           
29

 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Cet 5, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2003),  67.   
30

 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Cet 5, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2003),  67.   
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5) Buku panaroma Maqasyid Syari‟ah 

b. Bahan Hukum Sekunder 

   Bahan hukum sekunder adalah dokumen hukum yang dapat membantu 

menganalisis dan memahami dokumen hukum primer. Bahan hukum sekunder 

juga dapat diartikan sebagai publikasi menegenai hukum yang bukan termasuk 

dokumen resmi. Literatur hukum sekunder berupa buku-buku teks, kamus-kamus 

hukum, dan jurnal-jurnal hukum.
31

 Adapun penelititi menggunakan bahan 

sekunder dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1) Buku- buku yang terkait dengan hukum progresif yang digagas oleh 

Satjipto Raharjo. 

2) Kitab yang terkait dengan Maqasyid Syari‟ah Jasser Auda. 

3) Artikel dan Jurnal terkait dengan peredaran psikotropika. 

4) Jurnal - jurnal terkait dengan hukum progresif. 

5) Jurnal - jurnal terkait dengan maqasyid syari‟ah. 

c. Bahan Hukum Tersier 

    Bahan hukum tersier adalah dokumen hukum yang memberikan dukungan atau 

penjelasan lebih lanjut terhadap hukum primer dan sekunder. Literatur hukum 

tersier dalam penelitian ini meliputi kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

     Proses identifikasi dan pencatatan peraturan perundang-undangan yang ada, 

serta pengelompokan dan penyusunan sumber-sumber hukum sesuai dengan 

permasalahan penelitian, merupakan metode pengumpulan bahan hukum. Oleh 

                                                           
31

 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Cet 5, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2003),  67. 
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karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kepustakaan (library research) yang diperoleh melalui membaca, 

mempelajari, dan mencatat literatur-literatur yang relevan, di mana peneliti 

mengumpulkan data melalui semua peraturan yang terkait dengan tema 

penelitian.
32

 Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data 

melalui studi dokumen Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 

Tentang Psikotropika terkait Peredaran Tindak Pidana Psikotropika dengan 

melihat prespektif Hukum Progresif dan Maqasyid Syari‟ah Jasser Auda. 

5. Teknik Pengelolaan Data 

      Teknik pengolahan data yang dilakukan peneiti dalam penelitian ini 

dilengkapi dengan menggunakan langkah-langkah di bawah ini : 

a) Pemeriksaan Data (Editting) 

    Pemeriksaan Data (Editing) adalah proses membaca kembali dokumen, 

arsip, atau data yang telah dihimpun dari para penggali data. Dalam 

mengolah kembali informasi selama proses penggalian data, penulis 

mengolah kembali informasi dari dokumen hukum primer, sekunder, 

maupun tersier. Dalam pengutipan peraturan perundang-undangan, kajian 

teori dan pembahasan hanya menyebutkan bagian yang paling relevan 

saja, yang berarti bukan semua bagian dan ketentuan dalam peraturan 

tersebut relevan dengan topik penelitian yang peneliti kutip.
33

 33Untuk 

memudahkan peneliti dalam mencerna dan menelaah informasi, maka 

proses editing dilakukan untuk menentukan apakah dokumen hukum 

                                                           
32

 Moh Nazir, Metode Penelitian Hukum, Edisi Ketiga, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998),  211.   
33

 Marzuki, Mahmud. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Prenada Media, 2017, 135.   
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tersebut relevan dengan topik penelitian. Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 

Farmasi Pasal 41 Ayat 1 Perspektif Hukum Progresif dan Maqasyid 

Syari'ah Jasser Aauda menjadi topik yang diperdebatkan dalam kaitannya 

dengan penelitian ini. 

b) Verifikasi Data 

   Setelah proses pengelompokan data, penulis kemudian melakukan 

proses data dalam penelitian ini untuk memverifikasi apakah seluruh 

materi hukum sudah cocok dengan variabel teori yang digunakan dalam 

riset.
34

 Oleh karena itu, dari teori Hukum Progresif dan Maqasyid Syari'ah 

Jasser Auda, penelitian ini melakukan pengecekan terhadap hukum dalam 

Pasal 41 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 

Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. 

c) Analisisa Data 

   Setelah proses pemeriksaan data dilakukan, penulis menerapkan metode 

analisis data untuk studi penelitian ini. Penulis merasa metode ini praktis 

untuk dikaji guna menghasilkan hasil penelitian dari data mentah yang 

telah dikumpulkan melalui berbagai tahapan. Untuk dapat dianalisis, 

tindakan yang harus dilakukan dalam penelitian yuridis normatif, ada dua 

persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh hukum itu sendiri, yaitu 

sebagai berikut: a).Statistik bukan digunakan lantaran sebagai penelitian 

hukum murni.b).Teori kebenaran pragmatis secara efektif dan realistis 

                                                           
34

Kusuma, Nana Sudjana Dan Ahwal, and Nana Sudjana. "Proposal Penelitian di perguruan 

tinggi." Bandung: PT Sinar Baru Alga Sindo (2000),  84.   
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digunakan dalam interaksi social.
35

 Menempatkan hukum dalam kerangka 

perdebatan dengan menggunakan Pasal 41 Perspektif Hukum Progresif, 

peneliti menggunakan Maqasyid Syari'ah Jasser Auda sebagai alat analisis. 

d) Kesimpulan 

    Setelah semua tahap tersebut di atas selesai dan data disusun secara 

berurutan, tahap berikutnya yaitu mengambil kesimpulan dari data yang 

telah diperoleh. Identifikasi kualitas pesan dilakukan dengan cara yang 

objektif dan teratur sebelum sampai pada kesimpulan.
36

 Langkah terakhir 

ini harus dilakukan dengan cermat, di mana pemeriksaan terhadap semua 

dokumen legal dari dokumen dan alat analisis yang terkait dengan 

penelitian dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan yaitu Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 Pasal 41 Ayat 1 dengan alat 

analisa perspektif Hukum Progresif dan Maqasyid Syari‟ah Jasser Auda. 

G. Penelitian Terdahulu 

     Penelitian terdahulu yaitu informasi yang bermuatan mengenai satu buah 

riset yang sudah dijalani sebelumnya, riset terdahulu ini bisa berwujud satu 

buah jurnal ataupun karangan yang sudah diterbitkan, riset terdahulu ini bisa 

pula berwujud tesis serta disertasi Dimana keadaan ini mempunyai satu buah 

ketergantungan dengan persoalan yang lagi diawasi buat menjauhi terjadinya 

penggandaan serta akan menyatakan keorisinilan riset serta membuktikan 

kelainan penelitian sebelumnya. Riset terdahulu ini akan memberikan 

keringanan buat penyelidik buat memperlihatkan keorisinilan dari riset itu 

                                                           
35

 Petter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, 136.   
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 Ibrahim, J. (2007). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cetakan ke-3, 62.   
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Dalam keadaan ini penyelidik membuktikan sebagian hasil riset terdahulu 

bagus dari tajuk Skripsi serta tajuk Riset yang tersangkut dengan riset yang 

telah diterbitkan ataupun belum diterbitkan (Skripsi, thesis, karangan serta 

yang lainnya). Ada pula Riset yang dijadikan prinsip dalam Riset ini yaitu : 

1. Penelitian oleh Muhammad Alif Ghifari, skripsi (2018), Mahasiswa di 

Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung “Penegakan 

Hukum pidana terhadap peredaran psikotropika melalui media sosial di 

kalangan pelajar” Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap 

peredaran psikotropika melalui media sosial di kalangan pelajar, Apa 

saja factor penghambat penegakan hukum pidana terhadap peredaran 

psikotropika melalui media sosial di kalangan pelajar, Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif penelitian ini 

membahas penegakan hukum pidana terhadap peredaran psikotropika 

melalui media sosial di kalangan pelajar. Dalam penelitian ini, penulis 

menyoroti faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap 

peredaran psikotropika di lingkungan pelajar.37 

2. Penelitian oleh Moammar Zuldiawansyah, skripsi (2018), Mahasiswa 

di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. skripsi tentang 

“Tinjauan hukum terhadap penggunaan obat Dumolid menurut 

Undang - Undang Nomomor 5 Tahun 1997” Bagaimana menetukan 

kriteria obat dikategorikan psikotropika atau bukan, Mengapa dalam 

kasus Tora Sudiro obat dumolid dinyatakan bagian dari psikotropika 

                                                           
37

 Muhammad Alif Ghifari, Skripsi 2018, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 

dengan judul: penegakan hukum pidana terhadap peredaran psikotropika melalui media sosial di 

kalangan pelajar.   
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padahal telah dijual bebas di apotek menurut Undang - U.ndang 

Nomor 5 tahun 1997, Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi 

ini adalah metode yuridis-normatif yang didukung oleh data empiris. 

skripsi ini memuat hasil analisis penelitian dan pembahasan mengenai 

respon Badan Narkotika Nasional terhadap kasus yang menimpa Tora 

Sudiro dan cara penanggulangan agar tidak terjadi kasus serupa.
38

 

3. Penelitian oleh Ahmad Yani, jurnal (2023), Fakultas Hukum 

Universitas Islam Al-Azhar tentang Penegakan hukum terhadap tindak 

pidana psikotropika menurut undang-undang Nomor 5 Tahun 1997. 

Metode yang digunakan dalam penlitian ini adalah normatif, yaitu 

metode penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat 

dalam berbagai peraturan perundang-undangan (Statute Approach), 

pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan studi kasus (Case 

Approach). Hasil Penelitian yaitu Upaya Penegakan Hukum Terhadap 

Perbuatan Tidak Melapor Terjadinya Tindak Pidana Psikotropika 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 

Tentang Psikotropika yaitu adanya keterlibatan semua pihak, baik dari 

pemerintah, aparatur penegak hukum, hingga masyarakat. Akibat 

terhadap perbuatan tidak melapor terjadinya tindak pidana 

psikotropika menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 

Tahun 1997 Tentang Psikotropika, sebagaimana yang tertuang di 
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 Moammar Zuldiawansyah,Skipsi 2018, Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam 
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dalam Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 

1997 tentang Psikotropika.
39

 

4. Peneliti oleh Iswan, Ruslan Majid , Farit Reza (2021), Fakultas 

Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo. Studi Kasus 

Penyalahgunaan Obat-Obatan Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya 

Kalangan Remaja Di Kota Kendari. Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif dengan studi fenomenologi. Penelitian kualitatif 

adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orangorang yang 

diamati. Hasil penelitian ini adalah Perilaku setelah penyalahgunaan 

obat-obatan psikotropika dan zat adiktif ini yaitu timbulnya rasa 

gembira, perasaan sehat, percaya diri, konsentrasi meningkat, 

munculnya halusinasi, mudah marah dengan emosi yang tidak 

terkontrol, menjadi labil, bicara takkaruan dan tidak jelas, 

mengakibatkan terjadinya kecelakaan yang disengaja maupun tidak 

disengaja seperti melakukan suatu perbuatan pidana.
40

 

5. Penelitian oleh Habrin Trimadhika, skripsi (2010) Fakultas Hukum 

Bandar Lampung Universitas Lampung "Analisis Penyidikan Tindak 

Pidana Psikotropika Dengan Pelaku Anak Dibawah Umur. 

Bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana psikotropika dengan 

pelaku anak dibawah umur, Apakah yang menjadi kendala penyidik 
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 Ahmad Yani, Jurnal 2023, Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar judul : Penegakan 

hukum terhadap tindak pidana psikotropika menurut undang-undang Nomor 5 Tahun 1997.   
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 Iswan, Ruslan, Majid, Farit Reza Farit Reza, jurnal 2021,Fakultas Kesehatan Masyarakat 

Universitas Halu Oleo dengan judul :Studi Kasus Penyalahgunaan Obat-Obatan Psikotropika Dan 

Zat Adiktif Lainnya Kalangan Remaja Di Kota Kendari.   
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dalam melakukan penyidikan terhadap anak dibawah umur yang 

melakukan tindak pidana psikotropika. Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan secara yuridis normatif 

dan yuridis empiris. Hasil penelitian yaitu bahwa penyidikan terhadap 

tindak pidana psikotropika dengan pelaku anak dibawah umur pada 

prinsipnya sama dengan penyidikan pada umumnya, yaitu suatu upaya 

penyidik untuk dapat mengungkap suatu tindak pidana, oleh karena itu 

tujuan utama yang ingin dicari dalam penyidikan adalah untuk 

mengumpulkan bukti-bukti dalam suatu tindak idana, membuat terang 

suatu tindak pidana, dan pada akhirnya menemukan siapa pelakunya.41 

6. Peneliti oleh Dharma Agung Saputre, skripsi (2020) Fakultas Hukum 

Universitas Atma Jaya Yogyakarta "Tinjauan Hukum Pidana terhadap 

Penyalahgunaan Obat Penenang yang Tergolong dalam Psikotropika 

(Studi Kasus Tora Sudiro)" penulisan skripsi ini menggunakan metode 

penulisan hukum normatif, penelitian ini menitikberatkan pada 

peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 

36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1997 tentang Psikotropika., penelitian ini dirumuskan sebagai, 

Bagaimanakah penanggulangan penyalahgunaan obat penenang yang 

tergolong dalam Psikotropika dalam kasus Tora Sudiro.Dan Apakah 

terdapat hambatan dalam penanggulangan penyalahgunaan obat 

penenang yang tergolong Psikotropika dalam kasus Tora Sudiro. hasil 
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 Habrin Trimadhika, Skripsi 2010,Fakultas Hukum Bandar Lampung Universitas Lampung 

dengan judul : Analisis Penyidikan Tindak Pidana Psikotropika Dengan Pelaku Anak Dibawah 

Umur.  
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skripsi adalah Tinjauan Hukum Pidana Penyalahgunaan Narkoba yang 

tergolong Psikotropika dalam hal ini Tora Sudiro tidak tepat jika Tora 

Sudiro mendapat rehabilitasi, dan Tora Sudiro tidak dapat 

membuktikan keabsahannya dengan menunjukkan resep dokter, 

riwayat perawatan medis terkait penggunaan narkoba. dan diketahui 

tidak menderita sindrom ketergantungan tinggi terhadap penggunaan 

obat tersebut. Kendala dalam penanggulangan penyalahgunaan obat 

penenang golongan Psikotropika pada kasus Tora Sudiro terletak pada 

Badan Nasional Narkotika yang mengeluarkan kebijakan terkait 

dengan diterbitkannya surat penilaian yang menyatakan bahwa Tora 

Sudiro wajib menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan 

Narkoba (RSKO). Cibubur.
42

 

7. Peneliti oleh Ekmawaty,Dyas Wirti Murtiningsih, jurnal (2023) , Program 

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro “ Penjualan 

Online Obat Psikotropika di Indonesia: Analisis Hukum dan Tantangan 

Regulasi” Penelitian ini legal normatif dengan pendekatan legal 

(pendekatan statuta) dan pendekatan kasus. Hasil penelitian bahwa 

peraturan perundang undang tentang psikotropika masih belum memenuhi 

kebutuhan hukum yang muncul akibat dari perkembangan transaksi 

online terutama terkait penjualan psikotropika secara online. Perlu 

melakukan pembaharuan hukum dengan cara melanjutkan amandemen 

dan mengesahkan RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang 
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 Dharma Agung Saputre, Skripsi 2020, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 

dengan judul : Tinjauan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Obat Penenang yang Tergolong 

dalam Psikotropika (Studi Kasus Tora Sudiro). 
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prosesnya terhenti di tahun 2019, dalam rangka pengendalian secara 

hukum penggunaan pasar online (marketplace) secara illegal untuk 

menjual obat-obatan psikotropika.43 

8. Peneliti oleh Anton Prasetya Wijaya, jurnal (2023) Magister Hukum 

Janabadra Yogyakarta. Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan 

Psikotropika Oleh Penyandang Disabilitas Polresta Yogyakarta 

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan undang-

undang. terkait dengan langkah yang diambil oleh Satresnarkoba 

Polresta Yogyakarta dalam penegakan hukum penyalahgunaan 

Psikotropika oleh disabilatas dengan penereparan kebijakan Penal dan 

Non Penal, selain itu juga menggunakan pendekatan analisa konsep 

(analytical appraoach), dan pendekatan kasus (case appraoach). 

Rumusan masalah penelitian ini Bagaimana faktor penyebab terjadinya 

penyalahgunaan Psikotropika oleh penyandang disabilitas, Bagaimana 

penegakan hukum terhadap penyandang disabilitas yang 

menyalahgunakan Psikotropika. Hasil penelitian ini adalah Faktor 

penyebab terjadinya penyalahgunaan Psikotropika terhadap 

penyandang disabilitas adalah faktor kepribadian, keluarga, 

pendidikan, lingkungan dan ekonomi. Faktor penyebab penyandang 

disabilitas menggunakan atau menyalahgunakan psikotropika akibat 

dari minder atau tidak percaya diri dan merasa terkucilkan dikarenakan 

keterbatasan fisik. Kebijakan dan upaya hukum dalam penanggulangan 
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 Ekmawaty,Dyas Wirti Murtiningsih, jurnal 2023, Magister Hukum, Fakultas Hukum, 

Universitas Diponegoro, dengan judul : Penjualan Online Obat Psikotropika di Indonesia: Analisis 
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penyalahgunaan psikotropika adalah terdiri dari kebijakan penal dan 

non penal, dimana di proses secara hukum maupun direhabilitasi. 

Upaya yang dilakukan Satuan Narkoba Polresta Yogyakarta dalam 

melakukan pencegahan dan penanggualangan psikotropika ialah 

dengan cara preemtif, preventif dan represif.
44

 

9. Peneliti oleh Setya Mahendra, skripsi (2023) Progam studi S1 Hukum 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar“Tnjauan 

Yuridis Terhadap Transaksi jual beli psikotropika golongan IV melalui 

media sosial dengan anak sebagai pihak pembeli (Studi Kasus Jual 

Beli Psikotropika Golongan IV yang dilakukan melalui Facebook) 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan 

pendekatan statute approach, rumusan masalah pada penelitian ini 

Bagaimana akibat hukum perjanjian jual beli Psikotropikagolongan 

IVmelalui media sosial dengan anak sebagai pihak pembeli, 

Bagaimana psikotropikagolongan IVyang dapat lolos dalam jual beli di 

facebook, Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak dibawah umur 

belum memenuhi syarat sah perjanjian jualbeli online yaitu belum 

cakap untuk melakukan perjanjian sehingga perjanjian dapat 

dibatalkan. Objek dalam perjanjian merupakan obat-obatan terlarang, 

dan melanggar aturan hukum sehingga perjanjian batal demi hukum. 

Prosedur dalam pembelian obat-obatan terlarang 

sepertipsikotropikahanya bisa dilakukan dari pihak apotek, rumah 
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sakit, dokter, puskesmas, dan balai pengobatan dan tidak bisa 

diedarkan secara online untuk menghindari penyalahgunaan obat-

obatan terlarang.pemerintah diharapkan dapat melakukan pengawasan 

dan pengkontrolan terhadap platform media sosial untuk mendeteksi 

dan menghapus konten yang melanggar aturan terkait psikotropika.
45

 

10. Peneliti oleh Rendy Surya Aditama, Umar Ma‟ruf, Munsharif Abdul 

Chalim, thesis (2018) Mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum 

Fakultas Hukum UNISSULA Semarang. “Kebijakan Hukum Pidana 

Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Psikotropika Di Kepolisian 

Resort Magelang” Penelitian ini menggunakan metode yuridis 

normatif dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan formulasi penegakan 

hukum pidana Polres Magelang terhadap anak sebagai pelaku 

kejahatan psikotropika saat ini telah menerapkan Undang -Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

Kebijakan formulasi penegakan hukum pidana Polres Magelang 

terhadap anak sebagai pelaku kejahatan psikotropika di Indonesia 

sudah dilakukan dengan baik, namun masih terlihat adanya 

pelanggaran terhadap Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 64, yaitu di dalam persidangan 
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 Setya Mahendra, Skripsi 2023, mahasiswa Progam studi S1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan 
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maupun publikasi hasil persidangan dengan jelas menyebutkan nama 

anak dimuka umum, sehingga hal ini menyalahi peraturan dalam Pasal 

64 huruf i. Kebijakan formulasi penegakan hukum pidana Polres 

Magelang terhadap anak sebagai pelaku kejahatan psikotropika di 

masa yang akan datang, dapat dilakukan dengan menerapkan 

perlindungan anak serta menerapkan sistem peradilan pidana anak, 

persidangan dilakukan setelah anak berusia dewasa, serta pelaksanaan 

hukuman pidana dilakukan setelah anak berusia 18 tahun.
46

 

Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu 

No

. 

Penulis dan Judul Rumusan 

Masalah 

Hasil 

Penelitian 

Perbedaan  Unsur 

Kebaharuan 

1. Penegakan Hukum 

pidana terhadap 

peredaran psikotropika 

melalui media sosial di 

kalangan pelajar 

Muhammad Alif Ghifari 

Fakultas Hukum 

Universitas Bandar 

Lampung 

1.Bagaimanakah 

penegakan hukum 

pidana terhadap 

peredaran 

psikotropika 

melalui media 

sosial di kalangan 

pelajar,  

2.Apa saja faktor 

penghambat 

penegakan hukum 

pidana terhadap 

peredaran 

psikotropika 

melalui media 

Mengutamakan 

Penegakan 

hukum dan 

Kesadaran 

Hukum di 

Kalangan 

Pelajar. 

Tidak 

menyangkut 

di 

Lingkungan 

Masyarakat. 

Penegakan 

Hukum pidana 

terhadap 

peredaran 

psikotropika 

melalui media 

sosial di 

kalangan 

pelajar. 
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sosial di  kalangan 

pelajar. 

 

2. Tinjauan hukum 

terhadap penggunaan 

obat Dumolid menurut 

Undang - Undang No. 5 

Tahun 1997 

MoammarZuldiawansya

h Mahasiswa di Fakultas 

Hukum Universitas 

Islam Indonesia. 

1.Bagaimana 

menetukan kriteria 

obat dikategorikan 

psikotropika atau 

bukan,  

2.Mengapa dalam 

kasus Tora Sudiro 

obat dumolid 

dinyatakan bagian 

dari psikotropika 

padahal telah dijual 

bebas di apotek 

menurut Undang - 

U.ndang Nomor 5 

tahun 1997.  

 

Lebih 

mengutamakan 

penanggulangan 

dan 

Pemberantasan 

peredaran dan 

penggunaan obat 

Dumolid. 

 

Hanya 

membahas 

tindak pidana 

psikotropika 

jenis obat 

Dumolid.  

 

analisi hukum 

terhadap 

penggunaan 

obat Dumolid 

menurut 

Undang - 

Undang No. 5 

Tahun 1997 

Tentang 

Psikotropika. 

3. Penegakan hukum 

terhadap tindak pidana 

psikotropika menurut 

undang-undang Nomor 5 

Tahun 1997 Ahmad Yani 

Fakultas Hukum 

Universitas Islam Al-

Azhar. 

 Mengutamakan 

penegakan 

Hukum terhadap 

Tindak Pidana 

Psikotoprika. 

Hanya 

menyangkut 

aspek 

penegakan 

hukum. 

Menaganalisis 

terhadap proses 

penegakan 

hukum oleh 

aparat penegak 

hukum dalam 

peredaran 

pidana 

psikotropika. 

4. Studi Kasus 

Penyalahgunaan Obat-

Obatan Psikotropika Dan 

 Penyalahgunaan 

obat-obatan 

psikotropika dan 

Hanya 

membahas 

faktor - 

Menganalisi 

kasus 

penyalahgunaan 
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Zat Adiktif Lainnya 

Kalangan Remaja Di 

Kota Kendari Iswan, 

Ruslan, Majid, Farit 

Reza Fakultas Kesehatan 

Masyarakat Universitas 

Halu Oleo. 

zat adiktif pada 

kalangan remaja 

di Kota Kendari 

dipengaruhi 

oleh berbagai 

faktor 

kompleks, mulai 

dari lingkungan 

sosial, masalah 

keluarga, hingga 

pengaruh teman 

sebaya. Penting 

bagi pihak 

terkait, seperti 

keluarga, 

sekolah, dan 

masyarakat, 

untuk 

memberikan 

perhatian dan 

pendampingan 

yang lebih 

kepada remaja 

guna mencegah 

dan mengatasi 

masalah 

penyalahgunaan 

obat-obatan 

pada kalangan 

remaja. 

faktor yang 

mempengaru

hi tindak 

pidana 

psikotropika. 

obat - obatan 

yang 

mengandung 

psikotropika 

dikalangan 

pelajar. 

5. Analisis Penyidikan 

Tindak Pidana 

Psikotropika Dengan 

Pelaku Anak Dibawah 

Umur Habrin 

Trimadhika Fakultas 

Hukum Bandar 

Lampung Universitas 

Lampung. 

1.Bagaimanakah 

proses penyidikan 

tindak pidana 

psikotropika dengan 

pelaku anak 

dibawah umur, 

2.Apakah yang 

menjadi kendala 

penyidik dalam 

melakukan 

penyidikan terhadap 

anak dibawah umur 

Kendala-

kendala yang 

dihadapi 

penyidik Polres 

Bandar 

Lampung dalam 

melakukan 

penyidikan 

terhadap tindak 

pidana 

Hanya 

membahas 

proses 

penyidikan 

tindak pidana 

psikotropika 

oleh Polres 

Bandar 

Lampung. 
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yang melakukan 

tindak pidana 

psikotropika.  

 

psikotropika 

dengan pelaku 

anak di bawah 

umur antara lain 

adalah 

kurangnya 

psikolog khusus 

anak yang 

diperlukan 

untuk 

mendampingi 

anak selama 

proses 

penyidikan. 

6. Tinjauan Hukum Pidana 

terhadap Penyalahgunaan 

Obat Penenang yang 

Tergolong dalam 

Psikotropika (Studi Kasus 

Tora Sudiro) Dharma 

Agung Saputre Fakultas 

Hukum Universitas Atma 

Jaya Yogyakarta  

 

1.Bagaimanakah 

penanggulangan 

penyalahgunaan 

obat penenang 

yang tergolong 

dalam Psikotropika 

dalam kasus Tora 

Sudiro.Dan 

2.Apakah terdapat 

hambatan dalam 

penanggulangan 

penyalahgunaan 

obat penenang 

yang tergolong 

Psikotropika  

dalam kasus Tora 

Sudiro.  

 

Penyalahgunaan 

obat penenang 

psikotropika 

dapat 

mengakibatkan 

masalah hukum 

serius, dan 

penegak hukum 

perlu lebih teliti 

dalam 

menanggulangi 

penyalahgunaan 

tersebut. 

Kendala dalam 

penanggulangan 

dapat diatasi 

dengan kinerja 

yang lebih baik 

dari penegak 

hukum, serta 

kebijakan 

hukum pidana 

perlu diatur agar 

lebih efektif. 

Membahas 

faktor kendala 

dalam proses 

penyidikan 

oleh artis 

Tora Sudiro  

 

 

7. Penjualan Online Obat 

Psikotropika di 

 Perlu 

melakukan 

Hanya 

membahas 

melakukan 

pembaharuan 
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Indonesia: Analisis 

Hukum dan Tantangan 

Regulasi 

Ekmawaty,Dyas Wirti 

Murtiningsih Program 

Magister Hukum, 

Fakultas Hukum, 

Universitas Diponegoro. 

pembaharuan 

hukum dengan 

cara 

melanjutkan 

amandemen dan 

mengesahkan 

RUU tentang 

Pengawasan 

Obat dan 

Makanan yang 

prosesnya 

terhenti di tahun 

2019, dalam 

rangka 

pengendalian 

secara hukum 

penggunaan 

pasar online 

(marketplace) 

secara illegal 

untuk menjual 

obat-obatan 

psikotropika. 

terkait 

penjualan 

obat dengan 

sengaja dan 

melanggar 

yang 

dikenakan 

sanksi 

administratif.  

hukum dengan 

cara 

melanjutkan 

amandemen dan 

mengesahkan 

RUU tentang 

Pengawasan 

Obat dan 

Makanan yang 

prosesnya 

terhenti di tahun 

2019 dan 

Analisis Hukum 

dan Tantangan 

terhadap 

penjualan obat 

secara online. 

8. Penegakan Hukum 

Terhadap 

Penyalahgunaan 

Psikotropika Oleh 

Penyandang Disabilitas 

Polresta Yogyakarta. 

Anton Prasetya Wijaya 

Magister Hukum 

Janabadra Yogyakarta. 

1.Bagaimana faktor 

penyebab 

terjadinya 

penyalahgunaan 

Psikotropika oleh 

penyandang 

disabilitas, 

2.Bagaimana 

penegakan hukum 

terhadap 

penyandang 

disabilitas yang 

menyalahgunakan 

Psikotropika 

Analisis 

kebijakan 

penegakan 

hukum terhadap 

penyalahgunaan 

Psikotropika oleh 

Penyandang 

Disabilitas di 

Polresta 

Yogyakarta, 

serta faktor-

faktor penyebab 

penggunaan 

psikotropika di 

kalangan 

disabilitas. 

Penelitian 

menggunakan 

Kebijakan 

penegakan 

hukum 

terhadap 

tindak pidana 

peredaran 

psikotropika 

oleh 

penyandang 

disabilitas. 

Penegakan 

Hukum 

Terhadap 

Penyalahgunaan 

Psikotropika 

Oleh 

Penyandang 

Disabilitas. 
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pendekatan 

undang-undang  

dan 

menganalisis 

langkah yang 

diambil oleh 

Satresnarkoba 

Polresta 

Yogyakarta 

dalam 

penegakan 

hukum terhadap 

penyalahgunaan 

Psikotropika 

oleh 

penyandang 

disabilitas. 

9. Tnjauan Yuridis Terhadap 

Transaksi jual beli 

psikotropika golongan IV 

melalui media sosial 

dengan anak sebagai 

pihak pembeli (Studi 

Kasus Jual Beli 

Psikotropika Golongan IV 

yang dilakukan melalui 

Facebook) Setya 

Mahendra Progam studi 

S1 Hukum Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Tidar. 

 

1.Bagaimana akibat 

hukum perjanjian 

jual beli 

Psikotropikagolonga

n IVmelalui media 

sosial dengan anak 

sebagai pihak 

pembeli,  

2.Bagaimana 

psikotropikagolonga

n IVyang dapat 

lolos dalam jual beli 

di  

 

Anak dibawah 

umur belum 

memenuhi syarat 

sah perjanjian 

jualbeli online 

yaitu belum 

cakap untuk 

melakukan 

perjanjian 

sehingga 

perjanjian dapat 

dibatalkan. 

Objek dalam 

perjanjian 

merupakan obat-

obatan terlarang, 

dan melanggar 

aturan hukum 

sehingga 

perjanjian batal 

demi hukum. 

Hanya 

menyangkut 

anak dibawah 

umur dalam 

perjanjian 

dalam 

transaksi 

obat- obatan 

terlarang.  

 

Kasus tekini 

dalam perederan 

psikotropika 

melalui 

palatform 

facebook untuk 

menganalisa 

hokum yang 

berlaku. 

10. Kebijakan Hukum Pidana 

Terhadap Anak Sebagai 

Pelaku Kejahatan 

Psikotropika Di 

 Kebijakan 

formulasi 

penegakan 

Kebijakan 

formulasi 

penegakan 

hukum pidana 
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Kepolisian Resort 

Magelang. Rendy Surya 

Aditama, Umar Ma‟ruf, 

Munsharif Abdul Chalim, 

Mahasiswa Program 

Magister (S2) Ilmu 

Hukum Fakultas Hukum 

UNISSULA Semarang 

hukum pidana 

Polres Magelang 

terhadap anak 

sebagai pelaku 

kejahatan 

psikotropika 

telah 

menerapkan 

Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 

2012 Tentang 

Sistem Peradilan 

Pidana Anak.  

Polres 

Magelang 

terhadap anak 

sebagai 

pelaku 

kejahatan 

psikotropika 

telah 

menerapkan 

Undang - 

Undang 

Nomor 11 

Tahun 2012 

Tentang 

Sistem 

Peradilan 

Pidana Anak. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari latar belakang masalah, perincian masalah 

yang terdiri dari dua pertanyaan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, teknik 

penelitian yang terdiri dari lima fokus secara khusus; (Macam Pemeriksaan, 

Pendekatan Pemeriksaan, Jenis informasi dan materi yang sah, Strategi Macam-

macam Informasi, dan Strategi Penanganan Informasi), serta komposisi yang 

disengaja. 

BAB II TINJAUAN terdiri dari Studi Terdahulu serta audit yuridis sebagai alasan 

hipotetis untuk memeriksa masalah (rincian masalah) Peningkatan informasi/data, 

secara signifikan dan terarah yang berkaitan dengan masalah pemeriksaan. Selain 

itu juga meliputi pembahasan mengenai Teori Hukum Progresif dan Maqasyid 

Syari‟ah Jasser Auda yang semuanya itu terkait dengan ketentuan Pasal 41 Ayat 1 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 pada pencegahan penyaluran 

Psikotropika secara online dan Penegakan Hukum. Bagian ini juga membahas 
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tentang prosedur penelitian yang mencakup, jenis pemeriksaan, langkah menuju 

strategis, jenis dan sumber materi yang sah, metode pengumpulan materi yang 

sah, dan prosedur pemeriksaan materi yang sah. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Berisi tentang gambaran 

informasi hasil tulisan penelitian yang diubah, diurutkan, ditegaskan, dan dibedah 

untuk menjawab pengertian permasalahan, secara khusus pokok bahasannya 

adalah bagaimana pengaturan Pasal 41 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 dalam sudut pandang Pihak Kesehatan, 

Penegak Hukum dan Pemerintah, bagaimana pengaturan Pasal 41 Ayat 1 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 dalam sudut pandang 

Maqasyid Syari'ah Jasser Auda. 

BAB IV PENUTUP, yang terdiri dari keputusan dan usulan, solusi singkat untuk 

setiap tanda masalah yang dirinci. Gagasan atau usulan, khususnya gagasan pada 

pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan eksplorasi untuk memberikan 

manfaat bagi daerah setempat dan gagasan untuk kajian tambahan di kemudian 

hari. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Teori Hukum Progresif 

1. Pengertian Hukum Progresif 

       Istilah hukum progresif di sini adalah istilah hukum yang diperkenalkan oleh 

Satjipto Rahardjo, yang didasarkan pada gagasan utama bahwa hukum ditujukan 

untuk manusia. Satjipto Rahardjo mengkhawatirkan terbatasnya masukan 

pengetahuan hukum untuk membuat bangsa Indonesia menjadi bijak, untuk 

mengatasi kekacauan, termasuk masalah di sektor hukum itu sendiri. Karena 

itulah ia mengatakan sesuatu memecahkan masalah dan konsep hukum ke depan. 

Definisi hukum progresif merupakan hukum yang berkembang pesat berubah 

dengan cepat, dengan perubahan yang signifikan dan banyak pelanggaran dalam 

hukum dan praktik. Kebebasan ini didasarkan pada hukum bahwa hukum adalah 

untuk melayani masyarakat dan bahwa undang-undang lainnya bukan untuk 

kepentingannya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, seperti hak asasi 

manusia, kebahagiaan, kesehatan, dan martabat manusia.
47

 

        Hukum adalah lembaga dengan tujuan membimbing individu menuju 

keberadaan yang lebih adil, makmur, dan konten. Pernyataan ini membentuk 

dasar dari gagasan yang pada akhirnya mengarah pada advokasi untuk sistem 

hukum yang berpikiran maju. Pernyataan tersebut mencakup pemahaman sistem 

hukum, yang mencakup prinsip, peran, dan tujuannya. Ini juga merupakan standar 

                                                           
47

 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif (Jakarta: Kompas, 2007), 15.   
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hukum yang  mengharuskan aktualisasi. Akibatnya, hukum zmewakili zproses 

zpembangunan zberkelanjutan zmenuju znegara zyang zideal. Ini zmelambangkan 

zkonsep zhukum zprogresif.
48

 

      Hukum progresif bertujuan untuk memahami, meneliti, dan berusaha 

menemukan jalur hukum yang mampu mengakomodasi dan mengarahkan 

aktualitas yang disebutkan. Dalam ranah yurisprudensi hukum, pemberlakuan 

undang-undang memiliki keunggulan atas sumber daya hukum alternatif. Jika 

seseorang berusaha menafsirkan hukum, khususnya definisi istilah, titik acuan 

awal haruslah undang-undang, karena mewujudkan keaslian, bentuk tertulis, dan 

meningkatkan jaminan kepastian hukum.
49

 

2. Landasan Fislosofis 

       Konsep hukum progresif memang masih berada dalam ranah wacana, namun 

kehadirannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia yang mengalami 

krisis kepercayaan terhadap sistem hukum yang ada saat ini. Gagasan hukum 

progresif belum mengukuhkan dirinya sebagai sebuah teori yang mapan. Begitu 

pula dengan hukum progresif, harus ada program inti yang perlu dijaga dan 

dilindungi dari potensi-potensi kesalahan yang mungkin muncul ketika 

mengimplementasikan hukum progresif ke dalam peraturan perundang-undangan. 

Oleh karena itu, ketika hukum progresif dikembangkan dari wacana menjadi 

sebuah teori, maka ia harus dilengkapi dengan hipotesis-hipotesis yang saling 

melengkapi. Hal inilah yang nampaknya masih kurang di bidang hukum progresif, 

sehingga para pengusung gagasan seperti Satjipto Rahardjo seharusnya dapat 

                                                           
48

 zSatjipto zRahardjo, zHukum zProgresif zSebuah zSintesa,z2.   
49

 zSudikmo zMertokusumo, zPenemuan zHukum z(Yogyakarta: zLiberty zYogyakarta, z2007),  48.   



42 
 

mengembangkan program penelitian ilmiah yang serius tentang hukum progresif, 

tidak hanya berhenti pada tataran wacana. 

     Prinsip utama dari hukum progresif yang perlu dipertahankan adalah bahwa 

hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Adagium bahwa hukum adalah 

untuk manusia harus dijaga dari berbagai bentuk falsifikasi untuk menjaga posisi 

hukum sebagai sarana untuk mencapai sesuatu, bukan sebagai tujuan akhir. 

Konsep falsifiabilitas mengacu pada sebuah hipotesis atau teori yang diterima 

hanya sebagai kebenaran sementara sampai kelemahannya teridentifikasi. 

Semakin sulit zuntuk menemukan kesalahan di dalamnya, semakin hipotesis atau 

teori tersebut benar-benar diperkuat.
50

 Setiap teori ilmiah, baik yang sudah mapan 

maupun yang masih dalam proses pematangan, didasarkan pada prinsip-prinsip 

filosofis. Terdapat tiga landasan filosofis bagi pengembangan ilmu pengetahuan, 

termasuk ilmu hukum, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Landasan 

ontologis ilmu hukum zmengacu pada esensi kehadiran ilmu hukum dalam dunia 

akademik. Hal ini merujuk pada apa yang menjadi realitas hukum, sehingga 

kehadirannya benar-benar merupakan sesuatu yang substansial.
51

 

     Landasan epistemologis ilmu hukum mengacu pada metode yang digunakan 

dalam bidang hukum sehingga keakuratannya dapat dipertanggungjawabkan 

secara empiris. Landasan aksiologis ilmu hukum, sebagaimana didefinisikan, 

menyangkut manfaat dan kegunaan yang dapat ditemukan dalam asas-asas 

hukum, sehingga kehadirannya benar-benar dapat dirasakan dan dimanfaatkan 

                                                           
50

 zChalmers, zA.F, zApa zitu zYang zDinamakan zIlmu?, zTerjemahan: zRedaksi zHasta zMitra, zWhat 

zis zthis zthing zcalled zScience? z(Jakarta: zPenerbit zHasta zMitra, z1983), 98. 
51

 zMustansyir, zRizal. "Landasan zfilosofis zmazhab zhukum zprogresif: zTinjauan zfilsafat zilmu." 

zJurnal zFilsafat z18.1 z(2008): z15-25.   
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oleh masyarakat. Landasan ontologis hukum progresif lebih banyak dikaitkan 

dengan persoalan realitas hukum yang terjadi di Indonesia. Masyarakat 

mengalami krisis kepercayaan terhadap peraturan hukum yang berlaku. Hukum 

yang ada dianggap tidak cukup untuk mengatasi kejahatan kerah putih seperti 

korupsi, sehingga masyarakat mendambakan adanya teori hukum yang lebih 

memadai. Ketika kehausan masyarakat akan hadirnya hukum yang lebih baik 

telah terakumulasi, gagasan hukum progresif seolah disambut dengan tangan 

terbuka. Persoalan yang dihadapi adalah mengenai hakikat substansi hukum 

progresif itu sendiri, karena belum ada hasil pemikiran yang terprogram secara 

istematis dan ilmiah.
52

 

    Landasan epistemologis dari hukum progresif lebih berkaitan erat dengan 

dimensi metodologis yang harus dikembangkan untuk mengungkap kebenaran 

ilmiah. Selama ini, metode kasuistik yang secara logika lebih dekat dengan 

konsep induksi lebih dominan dalam bidang hukum. Kasus-kasus pelanggaran 

hukum yang spesifik yang dikaitkan dengan peraturan yang berlaku dicari dalam 

pasal-pasal hukum yang tertulis, membuat dimensi metodologis belum 

sepenuhnya berkembang secara optimal. Penafsiran terhadap peraturan hukum 

yang berlaku lebih dominan dilakukan oleh para ahli hukum yang mayoritas 

adalah praktisi yang memiliki kepentingan tertentu, seperti mengadvokasi 

kliennya. Tentu saja hal ini mengandung validitas tersendiri, namun dibutuhkan 

terobosan metodologis yang lebih canggih untuk menemukan inovasi-inovasi 

dalam sistem hukum yang ada. Misalnya penafsiran terhadap peraturan 

                                                           
52

zMustansyir, zRizal. "Landasan zfilosofis zmazhab zhukum zprogresif: zTinjauan zfilsafat zilmu." 

zJurnal zFilsafat z18.1 z(2008):15-25.   
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perundang-undangan yang tidak semata-mata berdasarkan teks, tetapi  juga 

bersifat kontekstual.
53

 

    Landasan aksiologis dari hukum progresif terkait dengan masalah nilai-nilai 

yang melekat di dalamnya. Menurut Runes, Aksiologi atau Teori Nilai adalah 

studi tentang keinginan, preferensi, kebajikan, penyelidikan tentang sifat, kriteria, 

dan status metafisiknya. Kriteria dan status metafisik dari aspirasi, keinginan, dan 

kebajikan dari hukum progresif perlu ditentukan untuk mendapatkan pemahaman 

yang lebih komprehensif tentang nilai-nilai yang melekat di dalamnya. Kriteria 

nilai terkait dengan standar pengujian nilai yang dipengaruhi oleh aspek-aspek 

psikologis dan logis. Pengetahuan yang dikembangkan untuk kepentingan 

kemanusiaan akan selalu melayani masyarakat, bukan hanya sekedar dokumen 

atau karya ilmiah.  

     Ketika kepentingan manusia dikesampingkan oleh dokumen-dokumen ilmiah, 

maka pada saat itulah diperlukan landasan nilai untuk mengadvokasi dan 

mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan sebagai bentuk tindakan manusia. 

Landasan hukum progresif tidak boleh terbatas pada semangat formal kesetaraan 

saja, melainkan harus condong pada semangat kemanusiaan.
54

 

3. Prinsip Hukum Progresif 

   Prinsip hukum progresif diantaranya yaitu :
55

 

a) Hukum Progresif Adalah Sebuah Gerakan Pembebasan 

                                                           
53

zMustansyir, zRizal. "Landasan zfilosofis zmazhab zhukum zprogresif: zTinjauan zfilsafat zilmu." 

zJurnal zFilsafat z18.1 z(2008): 15-25.   
54

zMustansyir, zRizal. "Landasan zfilosofis zmazhab zhukum zprogresif: zTinjauan zfilsafat zilmu." 

zJurnal zFilsafat z18.1 z(2008): 15 25. 
55

 zSastiono zKesek, z“Prinsip zHukum zProgresif zSebagai zParadigma zPembaharuan zSistem 

zPeradilan zDi zIndonesia,” zJurnal zIlmiah zUniversitas zBatanghari zJambi, zNo. 3 z(Oktober 

z2014), 6. 
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Pembebasan pada poin pertama berarti emansipasi metode berpikir, ide, 

prinsip, dan bentuk hukum yang selama ini berlaku dan dianggap lamban 

dalam menyelesaikan masalah. Kecenderungan ini kadang-kadang disebut 

sebagai “rule breaking” atau “terobosan hukum”. Ketika terjadi kebuntuan 

dalam proses pencarian keadilan dan hukum tidak dapat menyelesaikan 

situasi, maka pemikiran untuk melanggar aturan akan menggantikan 

keberadaan teks-teks hukum. Penting juga untuk memiliki keberanian untuk 

menolak materiil agar keadilan substantif dapat tercapai. Secara teoritis, ada 

tiga mekanisme untuk melanggar aturan sebagai berikut : 

1) Kecerdasan spiritual dalam membangkitkan kemerosotan hukum pada 

penemuan-penemuan baru dan bukannya terpaku pada pendekatan-

pendekatan konvensional yang melukai rasa keadilan masyarakat. 

2) Mendorong semua pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum 

untuk secara teratur mempertanyakan hati nurani mereka tentang 

makna yang mendasari hukum. Hal ini memperkenalkan pendekatan 

baru dalam menegakkan hukum, yang menekankan perlunya mencari 

makna yang lebih dalam daripada sekadar menjalankannya. 

3) Otoritas penegak hukum harus menegakkan hukum tidak hanya secara 

logis, tetapi juga dengan empati dan kepedulian terhadap masyarakat 

yang rentan. Karena inti dari mengejar keadilan tidak dapat dicapai 

hanya melalui komponen normatif, itu juga harus mencakup faktor-

faktor sosial. 
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      Berdasarkan ketiga hal tersebut, salah satu taktik yang dapat digunakan untuk 

mengatasi kebuntuan legalitas formal adalah dengan mendobrak aturan (rule 

breaking). Dengan kata lain, konsepsi hukum progresif sebagai gerakan 

pembebasan memobilisasi para penegak hukum, khususnya para hakim, untuk 

mencari dan menggali nilai-nilai keadilan yang relevan secara sosial dengan 

berani keluar dari penerapan proses hukum yang kaku untuk dapat membawa 

kesejahteraan dan kebahagiaan bagi para pencari keadilan dalam proses 

penegakan hukum.
56

 Satjipto Rahardjo mendefinisikan hukum yang 

membebaskan sebagai hukum progresif yang berusaha membebaskan diri dari 

kekangan hukum saat ini yang didasarkan zpada model liberalistik kapitalistik, 

yang menciptakan begitu banyak gejolak.
57

 

b) Hukum Progresif juga berbeda dengan tradisi rechdogmatiek, atau 

yurisprudensi analitis. 

Hukum Progresif tidak berarti menolak penerapan aturan yang terdapat dalam teks 

hukum, tetapi lebih kepada pendekatan hukum yang hanya mematuhi perintah 

hukum tanpa memperhatikan pesan moral dan keadilan yang ada di balik perintah 

hukum tersebut.
58

 Dengan kata lain, hukum modern adalah hukum positif yang 

cenderung mempertahankan status quo dengan kepedulian yang lebih rendah 

terhadap penderitaan masyarakat. Di satu sisi, undang-undang dibuat untuk 

rekayasa sosial dengan tujuan mengakomodasi perkembangan yang ada. Hukum 

harus lebih sadar akan individu dan masyarakat serta segala fenomena sosial yang 

                                                           
56

 Malthuf zSiroj, zHukum zIslam zProgresif z(Yogyakarta: zPustaka zIlmu zGrup, z2021),z13 14. 
57

zSatjipto zRahardjo, zHukum zProgresif zSebuah zSintesa z(Yogyakarta: zGenta zPublishing, 

z2009),z14. 
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 zMalthuf zSiroj, zHukum zIslam zProgresif z(Yogyakarta: zPustaka zIlmu zGrup, z2021),z27. 
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ada. Dalam hal ini, eksistensi hukum terkait dengan fungsi sosialnya, dan hukum 

progresif mirip dengan yurisprudensi sosiologis Roscoe Pound. Menurut Pound, 

ia menghindari studi hukum sebagai studi tentang aturan, tetapi memilih untuk 

keluar dari konteks dan meninjau efek dan operasi hukum.
59

 

c) Hukum Progresif Bertujuan Untuk Mebimbing Masyarakat Menuju Hukum 

Yang Ideal. 

     Satu-satunya bentuk yang dapat dijadikan barometer hukum yang ideal adalah 

kemampuannya untuk menjawab dan merespon semua kepentingan atau tuntutan 

hukum di masyarakat, bukan kuantitas peraturan hukum yang dimuatnya. Dalam 

skenario ini, lebih berorientasi pada keadilan dalam memberikan penekanan yang 

lebih besar pada persoalan hukum. Karena peran hukum dianggap ideal jika dapat 

menjawab persoalan-persoalan masyarakat dan mewujudkannya menjadi 

kenyataan. 

d) Hukum Progresif lebih mengutamakan dimensi manusia daripada aturan 

hukum; sifat-sifat manusia seperti belas kasih (hati nurani), empati, kejujuran 

(ketulusan), membangun, komitmen (tanggung jawab), dan sebagainya 

dipandang lebih penting daripada aturan yang ada. 

     Menurut Satjipto Rahardjo, hukum lebih dari sekadar teks. Perkembangan 

hukum dari perilaku menjadi teks menjadikan hukum menjadi stagnan, keras, dan 

kaku (lex dura set tamen scripta). Inilah salah satu alasan mengapa hukum 

kontemporer telah gagal total. Oleh karena itu, hukum harus dikembalikan secara 
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 zSatjipto zRahardjo, zHukum zProgresif zSebuah zSintesa z(Yogyakarta: zGenta zPublishing, 
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“progresif” ke perilaku.
60

 Meskipun perilaku berada di atas aturan, hal ini tidak 

meniadakan keharusan adanya norma hukum positif, Oleh karena itu Satjipto 

Rahardjo tidak menolak atau mengingkari keberadaan hukum positif. Hukum 

Progresif menekankan atau memiliki skala pengutamaan pada keadilan dan 

kebenaran untuk kemaslahatan umat manusia di atas ketaatan yang ketat pada 

kepastian peraturan.
61

 Penegakan hukum seharusnya tidak hanya berkaitan dengan 

kebenaran formal, tetapi juga mempertimbangkan hati nurani dalam setiap 

keputusan hukum. Karena kepastian hukum formal belum tentu memberikan rasa 

adil bagi masyarakat. 

4. Indikator Hukum Progresif 

   Dalam bukunya “Penegakan Hukum Progresif” Satjipto Rahardjo menjelaskan 

bahwa dalam pandangannya, hukum progresif memiliki empat indikator sebagai 

berikut : 

a. Hukum Hanya bagi Manusia 

       Konsep zdasar zini ztidak zmelihat zhukum zsebagai zsesuatu zyang zpenting zdalam 

zpembuatan zundang-undang.
62

 zParadigma zdalam zhukum zprogresif zadalah zbahwa 

zhukum zadalah zuntuk zmanusia, zkeyakinan zatau zkepercayaan zdasar zini ztidak 

zmelihat zhukum zsebagai zsesuatu zyang zsentral zdalam zhukum, ztetapi zhukum 

zprogresif zmelihat zmanusia zsebagai zpusat zdari zperputaran zhukum, zdan zSatdjipto 

zRahrdjo zsangat zpercaya zbahwa zhukum zada zuntuk zmanusia, zbukan zmanusia zuntuk 

zhukum. Sebaliknya, zjika zkita zpercaya zbahwa zmanusia zadalah zuntuk zhukum, zmaka 
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zmanusia zakan zterus zmenerus zdiadili, zdan zbahkan zmungkin zdipaksa, zuntuk 

zmengikuti zrencana-rencana zyang zdibuat zoleh zhukum. Budayawan zJakob 

zSoemardjo, zmisalnya, zmengklaim zbahwa zorang zJawa zmemiliki zsepuluh zkategori 

zmencuri, zsementara zpemerintah zhanya zmemberikan zsatu zskema zatau zklasifikasi.
63

 

      Akibatnya, zpenegak zhukum zmenggunakan zstandar ztersebut zuntuk zmenentukan 

zapakah zsuatu ztindakan zmerupakan zpencurian. Akan ztetapi, zfitur-fitur zini ztidak 

zdiberikan zruang zdan ztidak zdapat zdisesuaikan zdalam zundang-undang. Hal zini 

zmembuat zhukum zbekerja zseperti zmesin zotomatis zyang zhanya zperlu zmenekan 

ztombol. Sebaliknya, zhukum zseharusnya zdapat zmenangani zberbagai zmacam 

ztindakan zmanusia zyang zkhas zdan zluas zmelalui zformulasi zhukum zdalam zundang-

undang. Namun, zundang-undang zini zsering zkali zmembatasi zdan zmembatasi 

zkeragaman zini zke zdalam zrencana zatau znorma ztertentu. Akibatnya, zperaturan 

znasional zsering zkali zmenjadi zbeban zbagi zkehidupan zmasyarakat zlokal, zseperti 

zyang zdikatakan zoleh zBurnerd.”
64

 

b. Menolak bertahan Status Quo dalam Berhukum 

     Karakteristik zhukum zprogresif zyang zkedua zadalah zbahwa zhukum zprogresif 

zmenolak zuntuk zmempertahankan zstatus zquo zdalam zhukum. Mempertahankan 

zstatus zquo zmemiliki zefek zyang zsama, zseperti zketika zorang zberpendapat zbahwa 

zhukum zadalah ztolok zukur zsegala zsesuatu, zdan zmanusia zadalah zuntuk zhukum. 

Menurut zSatjipto zRhardjo, zcara zberhukum zseperti zini zsejalan zdengan zcara 

zberhukum zyang zpositivistik, znormatif, zdan zlegalistik, zyang zmana zbegitu zhukum 
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zberkata zdan zmerumuskan zseperti zitu, zseseorang ztidak zbisa zberbuat zbanyak 

zkecuali zdengan zalternatif zhukum zyang zlain.
65

 

      Isi dari undang-undang berawal dari pemikiran dan gagasan dari berbagai 

kalangan masyarakat yang kemudian mengalir ke lembaga legislatif, dimana ide 

dan gagasan tersebut dibentuk dalam bentuk kata-kata dan kalimat sebelum 

akhirnya disahkan menjadi undang-undang. Proses tersebut kemudian tidak 

disetujui oleh Satjipto Rahardjo karena menurut Satjipto Rahardjo antara ide dan 

pasal-pasal undang-undang terdapat jarak yang sangat jauh yang menyebabkan 

adanya kesenjangan antara ide dan Undang-Undang, karena merumuskan suatu 

peraturan menurut Satjipto Rahardjo terikat dengan banyak hal, termasuk tata 

bahasa dan kosakata yang kaya, maka dari itu Satjipto Rahardjo sependapat 

dengan orang yang menyatakan bahwa hukum adalah permainan bahasa.
66

 

    Satjipto zRahardjo zberpendapat zbahwa zbahasa zyang zdigunakan zuntuk 

zmenyampaikan zpesan zdari zkonsep ztersebut zmemiliki zbanyak zketerbatasan, zoleh 

zkarena zitu zhukum zharus ztetap zmemiliki zsuatu zbagian zbernama zketerangan. Akan 

ztetapi, zSatjipto zRahardjo zpercaya zbahwa zhukum zsecara zinheren zmemiliki 

zkelemahan zsejak zawal zdibuat, zdan zdapat zmenyebabkan zkriminalitas 

z(kriminogen), zterutama zjika zpengaturannya ztidak zsesuai zdengan zkondisi 

zmasyarakat zIndonesia zyang zmultikultural, zsehingga zberpotensi zmenciptakan 

zperaturan zyang zmendorong zterjadinya zkriminalitas. Bahkan zjika zpara zpembuat 

zundang-undang zmemiliki zniat zbaik, zjika zmereka ztidak zmempertimbangkan 
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zkeragaman zbudaya zIndonesia zsecara zmenyeluruh, ztindakan zmereka ztidak 

zdiragukan zlagi zakan zmenyebabkan zmasalah zbesar zketika zditerapkan zdi zsatu 

zbagian zdari zbangsa zini.  

     Jadi, zberdasarkan zuraian zdi zatas, zjelaslah zbahwa zmembaca zhukum ztidak zhanya 

zsekadar zmengeja zkalimat-kalimatnya, ztetapi zjuga zharus zmampu zmenganalisis 

zmateri zyang ztertulis. Akibatnya, zmembahas zkepastian zhukum zbukanlah zhal zyang 

zmudah, zkarena zmeskipun zkata-kata zdalam zundang-undang zsecara zjelas 

zmenunjukkan zbahwa zhal ztersebut ztidak zdapat zditambah zatau zdikurangi, znamun 

zmasih zdapat zditafsirkan zsecara zberbeda. Selain zitu, zpenerapan zperaturan 

zperundang-undangan zsaat zini zmasih zmenyerupai zcara zkerja zmesin, zsehingga 

zorang ztidak zmenyadari zmasalah zyang zakan zterjadi zakibat zperaturan zyang ztidak 

zbaik. 

c. Antisipasi Hambatan 

     Akibatnya, zcara zkita zmembuat zundang-undang zharus zmempertimbangkan 

zbagaimana zmengatasi ztantangan zdalam zmenerapkan zhukum ztertulis. Kita ztidak 

zbisa zkeluar zdari zmasyarakat zdan zsepenuhnya ztunduk zpada zhukum ztertulis.
67 

zTunduk zsepenuhnya zberarti zmembiarkan zdiri zkita zdidominasi zoleh zdokumen 

ztertulis zformal zyang zmungkin ztidak zmengandung zkonsep zasli zyang zdimaksudkan 

zuntuk zdikomunikasikan zdi zdalamnya zdan zmungkin zbersifat zkriminogen. Oleh 

zkarena zitu, zmetode zyang zlebih zbaik zdan zlebih zsehat zuntuk zmempraktikkan zhukum 

zdalam zsituasi zseperti zitu zadalah zdengan zmenetapkan zrute zuntuk zpembebasan zdari 

zhukum zformal zmelalui zpeninjauan zyudisial. Namun, zapa zyang zdipertaruhkan zdi 
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zsini zlebih zbersifat zmendasar zdan zfilosofis: zpengakuan zatas zlegitimasi zdari 

zberbagai zpembacaan zatas zteks zhukum. Hak zuntuk zmenafsirkan zatau 

zmembebaskan zdiri zdari zmandat zhukum zdidasarkan zpada zkeyakinan zbahwa 

zartikulasi zgagasan zke zdalam zaturan ztertulis ztidak zselalu zmampu zmengakomodasi 

zkonsep zaslinya. Selain zitu, zperistiwa zatau zdinamika zmasyarakat zdapat 

zmenyebabkan zkata-kata zdalam zundang-undang zmenjadi ztidak zsesuai zlagi. 

Bersikeras zpada zpemahaman zhukum zyang zlama zakan zmenghentikan zaliran 

zevolusi, zdengan zsegala zdampaknya. Diktum zRenner zmenggaris bawahi zbahwa 

zhukum ztidak zhanya zdidorong zoleh zlogika, ztetapi zjuga zoleh zkomponen zatau 

zkepedulian zterhadap zutilitas zsosial z(kewajaran).
68

 

d. Hukum zprogresif zmemberikan zperhatian zbesar zterhadap zperanan zperilaku 

zmanusia zdalam zhukum. 

    Hukum zprogresif zmenaruh zperhatian zbesar zpada zperan zperilaku zmanusia zdalam 

zhukum. Hal zini ztentu zsangat zbertolak zbelakang zdengan zanggapan zbahwa zhukum 

zhanya zsoal zaturan. 
69

 zPeranan zmanusia zdi zsini zmenurut zSatjipto zRahardjo 

zmerupakan zkonsekuensi zdari zsebuah zpengakuan, zsehingga zkita ztidak zboleh 

zberpegang zsecara zmutlak, zpada zteks zformal zsebuah zaturan. Seperti zyang ztelah 

zdikemukakan zbahwa zcara zpenting zhukum zuntuk zmengatasi zkemandekan zadalah 

zdengan zmembebaskan zdiri zdari zdominasi zteks zhukum. Cara zini zdapat zdilakukan 

zmenurut zSatjipto zRahardjo zyang zkemudian zdapat zdilakukan zjika zmelibatkan 

zunsur zmanusia zatau zperbuatan zmanusia zdalam zhukum. Karena zperilaku zmanusia 
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zditekankan zsebagai zfaktor zpenting, zmaka zpendidikan zhukum zharus zmerespons 

zdengan zcepat zdan ztepat zterhadap zmasalah ztersebut. Sudah zbukan zrahasia zlagi 

zbahwa zpendidikan zhukum zkita zlebih zmenitikberatkan zpada zpenguasaan zperaturan 

zperundang-undangan, zyang zjelas-jelas zberdampak zpada zterpinggirkannya 

zmanusia zdan ztindakannya zdalam zproses zhukum. Pendekatan zini ztampaknya 

zdimonopoli zoleh zpendidikan zhukum zdi zIndonesia, zdan zAmerika zSerikat zpun 

zprihatin zakan zhal zini. Jika ztidak zsegera zdiatasi, zhal zini zakan zmenjadi zpenyebab 

zutama zjatuhnya zrasa zbelas zkasihan zterhadap zpenderitaan zmanusia, zyang 

zseharusnya zdiatasi zoleh zhukum.
70

 Z 

        Gerry zSpence zmenyatakan zbahwa zbegitu zseseorang zmasuk zke zsekolah 

zhukum, zkemanusiaan zmereka zdilucuti zdan zdirampas; zmereka zdididik zuntuk 

zmenjadi zprofesional zsementara zmengabaikan znilai zdan zdimensi zkemanusiaan. 

Ketidakmampuan zpara zpengacara zAmerika zbukan zkarena zprofesionalisme 

zmereka, ztetapi zkarena zkemiskinan zmereka zsebagai zmanusia zitu zsemua zberasal 

zdari zpendidikan zyang zmemusuhi zsentimen, zcinta zkasih, zdan zsesama zmanusia. 

Atas zdasar zitu, zSpence zmenegaskan zbahwa zindividu zakan zlebih zefektif zdalam 

zmemperoleh zbantuan zhukum zyang ztulus zjika zmereka zpergi zke zperawat, zyang 

zakan zdengan zjelas zmerawat zmereka zsebagai zmanusia zyang zmenderita, zdaripada 

zke zkantor zpengacara. Menurut zSpence, zsebelum zmenjadi zseorang zprofesional, 

zpara zpengacara zdiajarkan zuntuk zmenjadi zmanusia zyang zbaik. 
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       Pada ztingkat zyang zlebih zrendah, zIndonesia zmemiliki zorang-orang zyang 

zberani zmelanggar zhukum zagar zhukum ztidak zdilanggar zbegitu zsaja; zmantan zHakim 

zAgung zAdi zAndojo zSoetjipto zmengambil zrisiko zuntuk zmembersihkan zMahkamah 

zAgung zdan zmemulihkan zreputasi zlembaga ztersebut. Baharuddin zLoppa, zyang 

zmenjabat zsebagai zJaksa zAgung zuntuk zjangka zwaktu zterbatas, zmengikuti zlangkah 

ztersebut. Mereka zadalah ztokoh-tokoh zprogresif zyang zmencoba zmelakukan zsesuatu 

zyang zberani zdi ztengah-tengah zerosi zkepercayaan zterhadap zsistem zhukum. Hukum 

zprogresif zmengakui, zmengamati, zdan zmencari zsistem zhukum zyang zmampu 

zmemberikan zcara zdan zperspektif zterhadap zrealitas zyang zdisebutkan zdi zatas. Hal 

zini zkarena zpengamatan zdan zpeta zjalan zkehidupan zhukum zpasti zmengarah zpada 

zkesimpulan zbahwa zhukum zharus zmembiarkan zsegala zsesuatunya zberjalan zdengan 

zbebas.
71

 

B. Teori Maqasyid Syariah 

1. Pengertian Maqasyid Syariah 

    Maqasid zmemiliki zarti z„tujuan‟, zJasser zAuda zberpendapat zbahwa zcakupan 

zmaqasid zyaitu zhikmah-hikmah zyang zada zdi zbalik zsuatu zhukum, zseperti 

zpeningkatan zkesejahteraan zsosial zmerupakan zsalah zsatu zhikmah zdi zbalik zzakat, 

zdan zpeningkatan zkesadaran zkehadiran zAllah zSwt. adalah zhikmah zdi zbalik zpuasa. 

Teori zmaqasid zJasser zAuda zbercorak zsebagai zpengembangan zpemikiran zdari 

zmaqasid zklasik. Adapun zdalam zmaqasid zklasik zmengarah zkepada zpenjagaan zatau 

zpemeliharaan zterhadap zagama, zjiwa, zakal, zketurunan, zkehormatan, zdan zharta. 

Selanjutnya, zdalam zmaqasid zkontemporer zlebih zdikembangkan zdan zmenuju zke 
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zarah zyang zlebih zuniversal, zseperti zkebebasan zdalam zberagama, zperlindungan 

zterhadap zharkat zmartabat zmanusia, zpengembangan zpemikiran zilmiah, zbantuan 

zsosial, zpengembangan zdalam zekonomi, zkesejahteraan zmasyarakat, zkeadilan, zdan 

zlain zsebagainya.
72

 zal-Syariah zmemiliki zarti zsekumpulan zaturan zagama zyang 

zdiciptakan zAllah zSwt. dan zdiperuntukkan zkepada zumat zmanusia. Inti zdari 

zmaqasid zal-syariah zyaitu zuntuk zmelakukan zpencapaian zkemaslahatan zumat zyang 

zsebesar-besarnya, zsebab zditetapkannya zsuatu zhukum zdalam zIslam zyakni zagar 

zterciptanya zkemaslahatan zdalam zhal zpemeliharaan ztujuan zsyari‟at. Maqasid 

zalsyariah zmerupakan zkajian zilmu zkeislaman zyang ztelah zmuncul zsemenjak 

zditurunkannya znash zAl-Qur‟an zdan zhadits.
73

 

2. Biografi Tokoh Jasser Auda 

     Jasser zAuda zdikenal zsebagai zintelektual zmuslim zkontemporer, zlahir zdi zKairo 

zMesir zpada zTahun z1966. Masa zmuda zJasser zdigunakan zuntuk zmenggali 

zpengetahuan zagama zmelalui zhalaqah zyang zdiselenggarakan zMasjid zAl-Azhar 

zKairo. Pendidikan zsarjana zditempuh ztahun z1998 zdi zUniversitas zKairo zpada 

zjurusan zTeknik, zkemudian ztahun z2001 zmenyelesaikan zpendidikan zbidang zIslamic 

zStudies zpada zIslamic zAmerican zUniversity, zdilanjut zmemperoleh zgelar zMaster 

zpada zuniversitas zyang zsama zpada ztahun z2004. Gelar zPh.D zdalam zbidang zanalisis 

zsistem zdan zdesain zdiperoleh ztahun z1996 zpada zuniversitas zWaterloo zKanada, 

ztahun z2008 zmenyelesaikan zprogram zdoktor zbidang zTeologi zdan zPemikiran zIslam 
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zdari zUniversitas zWales zInggris. Jasser zaktif zsebagai zanggota zasosiasi zprofesor zdi 

zQatar zdan zfokus zmengkaji zkebijakan zpublik. Selain zitu zia zbanyak zmenduduki 

zjabatan zsebagai zpendiri zsekaligus zanggota zpada zforum-forum zakademik zdan 

zilmuwan zmuslim zInternasional zseperti zInstitute zInternasional zAdvanced zSystem 

zResearch z(IIAS) zdi zKanada, zAsosiasi zIlmuwan zMuslim zSosial z(AMSS) zdi 

zInggris, zGlobal zPusat zStudi zPeradaban z(GCSC) zdan zbeberapa zforum zlainnya.  

      Kiprahnya zdalam zmengkaji zIslamic zStudies zdipandang zsangat zcemerlang, 

zJasser ztelah zmendirikan zMaqashid zResearch zCenter zyang zberpusat zdi zLondon, 

zInggris. Salah zsatu zgagasan zJasser zsebagai zbentuk zkritik zterhadap zkonsep 

zpemahaman zhukum zIslam zklasik zyakni zmengenai zmaqāṣid zsyariah. maqāṣid 

zsyariah zklasik zdipahami zsebagai zbentuk zperlindungan zdan zpenjagaan, zmaqāṣid 

zsyariah zklasik zdiklasifikasikan zke zdalam ztiga ztingkatan, zad-daruriyat, zal-hajiyat 

zdan zat-tahsiniyat. Cakupan zdalam zaddaruriyat zdiantaranya zhifz zad-din, zhifz zan-

nafs, zhifz zal-mal, zhifz zal-aql, zhifz zan-nasl, zdan zhifz zal-‟ird. keenam zpenjagaan zdan 

zperlindungan zdalam zaddaruriyat zmerupakan zkebutuhan zprimer zmanusia zyang 

zharus zterpenuhi. Kebutuhan zhajiyat zmerupakan zkebutuhan zsekunder zyang ztidak 

zsampai zpada ztingkat zdaruriyat, zsedangkan ztahsiniyat zmerupakan zkebutuhan 

ztersier zyang ztidak zterkait zdengan zkebutuhan zdaruriyat, zadanya zkebutuhan 

ztahsiniyat zsebagai zpelengkap zdan zpenunjang.
74

 

     Konsep zmaqāṣid zsyariah zklasik zmenurut zJasser zterjebak zpada zkemaslahatan 

zindividu zdengan zbentuk zpejagaan zdan zperlindungan, zsedangkan zpersoalan zsosial 
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zdan zperkembangan zzaman zmenuntut zhukum zIslam zadaptable, zteks zsepanjang 

zmasa ztidak zberubah znamun zkonteks zmengharuskan ztujuan zdari zsyariat zdapat 

zterwujud. Kritik zJasser zterhadap zMaqashid zklasik zselain zmengenai zcakupan zyang 

zsempit zyang zhanya zmeliputi zkemaslahatan zindividu, ztidak zmemerinci zsecara 

zdetail zcakupan zmaqāṣid, zjuga zmengenai zmaqāṣid zklasik ztidak zmenekankan zpada 

zppprinsip zdasar zmeliputi zkeadilan, zHAM, zkemanusiaan zdll. Selain zitu zmaqāṣid 

zklasik zmasih zterkungkung zpada zpemikiran zulama zfiqh zklasik, zseharusnya 

zmaqāṣid zdapat zdikaji zdan zdiinterpretasikan zkembali zmelalui zteks zutama z(al-Quran 

zdan zHadis) zuntuk zmenjawab zpersoalan zsesuai zkonteks zzaman zdan zperkembangan 

zmanusia zsaat zini.
75

 

3. Maqasyid zSyari‟ah zdengan zPendekatan zSistem Hukum Islam zJasser zAuda 

    Berangkat zdari zhal zitu, zJasser zauda zmenyatakan zbahwa zpendekatan zsistem zyang 

zditawarkan zadalah zsebuah zpendekatan zyang zkomprehensif zkarena zsuatu zhal 

zdiniliai zsebagai zkesatuan zsistem zyang zterdiri zatas zbeberapa zsub. Jasser zAuda 

zmenawarkan zenam zfitur zsistem zyang zdiaplikasikan zdalam zsistem zuntuk 

zmemahami zhukum zIslam, zyaitu : 

a. Sifat zKognitif z zDalam Sistem Hukum zIslam 

     Karakter zkognitif zdari zpengetahuan zmempengaruhi zsistem zhukum zIslam. 

Karakteristik zsistem zkognitif zini zmenunjukkan zkerangka zkerja zhukum zIslam zyang 

zmembedakan zwahyu zdari zkognisi. Secara zsingkat, zperbedaan zantara zwahyu zdan 

zfikih. Hal zini zmenunjukkan zbahwa zfikih zbergerak zmenjauh zdari zpengakuan 
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zsebagai zpengetahuan zilahi zdan zmenuju zkognisi zatau zpemahaman zrasio zmanusia 

ztentang zpengetahuan zilahi. Dengan zdemikian, zorang-orang zdengan zrasio zatau 

zkecerdasan zmereka zdapat zdengan zjelas zmembedakan zantara zsyariah zdan zfikih, 

zyang zberkontribusi zpada zkurangnya zsudut zpandang zfikih zpraktis zyang zmengklaim 

zpemahaman zilahi.
76

 

b. Keutuhan Dalam Sistem Hukum Islam 

     Ciri zkeutuhan zatau zkelengkapan zsistem zberarti zbahwa zteori zsistem 

zmenganggap zsetiap zhubungan zsebab-akibat zsebagai zbagian zdari zkeseluruhan. 

Tingkat zbukti zatau zvaliditas zyang zholistik zatau zkomprehensif, zsebagaimana zdianut 

zoleh zpara zteolog zdan zahli zlogika, zdianggap zsebagai zsalah zsatu zaspek zushul zfiqh. 

Para zulama zmengutamakan zjenis zbukti zini zdibandingkan zbukti zsatu zmaupun 

zparsial. Ketika zpemikiran zyang zsistematis zdan zholistik zdikembangkan zdalam 

zushul zfiqh, zmaka zakan zmemberikan zmanfaat zyang zbesar zbagi zfilsafat zhukum 

zIslam. Pendekatan zmetode zholistik zini zjuga zmenguntungkan zfilsafat zteologi zIslam 

zkarena zia zberkembang zdari zekspresi zverbal zaslinya, zmenuju zke zbahasa zyang zlebih 

zsistematis zdan zkomprehensif. Dalam zIslam, zpemikiran zsistematis zdan 

zkomprehensif zjuga zterbukti zbermanfaat zbagi zilmu zretorika.
77

 

        Ciri zsistem zkeutuhan zsudah zberupaya zuntuk zmemperbaiki zkekurangan zpada 

zpendekatan zfiqh zklasik, zyang zmenonjolkan zmetode zreduksionis zdan zatomik. 

Atomistik zadalah zpendekatan zyang zhanya zmengamati zsatu znash zsaja zsebagai 
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zsolusi zpenyelesaian zkasus. Maka zhukum zIslam zini zmencakup zsegala zaspek zyang 

zberkaitan zdengan zushul zfiqh zitu zsendiri zserta zkaitannya zdengan zilmu-ilmu 

zlain.Oleh zsebab zitu zDalam zbidang zhukum zIslam, zprinsip-prinsip zilmu zagama 

zseperti zteologi ztidak zbisa zdilepaskan. Dalam zhukum zIslam, zharus zada zkesatuan 

zantara zhukum zdan zmoralitas, zsehingga zmenghasilkan zpendekatan zyang zholistik.
78

 

c. Keterbukaan Dalam Sistem Hukum Islam 

    Tidak ada dalam penafsiran penutup gerbang ijtihad dalam hukum islam yang 

telah digagas ulama klasik, pendapat Jasser Auda.. Kebutuhan zaman, ketika 

menghadapi perubahan-perubahan baru dalam aspek-aspek tertentu dalam 

kehidupan manusia, memungkinkan Hal untuk dikembangkan sesuai syariat 

Islam. Hukum Islam bisa fleksibel sesuai dengan konteks waktu, kondisi, atau 

tempat. Dalam hukum Islam, peraturan-peraturan lama, fiqih, dan fatwa-fatwa 

yang dikeluarkan para ulama masa lampau dapat dikembangkan sesuai dengan 

kebutuhan umat manusia di era saat ini. Selagi dalam peningkatan  hukum Islam 

itu tetap berasaskan pada sumber hukum Islam yang utama yaitu al-Qur‟an dan 

hadits maupun tetap menjunjung tinggi maqashid al-syari‟ah sebagai filsafat 

hukum Islam.
79

 

d. Hirarki zSaling zBerkaitan Dalam Sistem Hukum Islam 

    Meskipun zdalam zmaqashid zal-syariah zyang zdirumuskan zoleh zpara zulama zklasik 

zseperti zal-syatibi, zterdapat zhirarki zatau ztingkatan zmaqashid, zyang zpaling 
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zmendasar zadalah zdzaruriyat, zhajiyat, zdan ztahsiniyat. Ketiganya zsaling zterkait zdan 

zsaling zberhubungan zsatu zsama zlain zSelebihnya, zpemenuhan zsalah zsatu zkebutuhan 

ztersebut zharus zsejalan zdengan zpemenuhan zkebutuhan-kebutuhan zmendasar zdi 

zbawahnya. Untuk zmemudahkan zpemahaman, zkita zdapat zmengambil zcontoh 

zkewajiban zshalat, zzakat, zpuasa, zkemudian zkebutuhan zmanusia zakan zrezeki zdan 

zkebutuhan zmanusia zakan zberekreasi zuntuk zmenyegarkan zpikiran zyang 

zkesemuanya zmerupakan zkebutuhan zyang zsama zpentingnya zuntuk zdipenuhi zoleh 

zmanusia. Meskipun zprioritasnya zharus zpada zkewajiban zshalat, zsedekah, zdan 

zpuasa, zbukan zberarti zkebutuhan zmanusia zakan zmakanan zdan zminuman zharus 

zdiabaikan.
80

 Z 

e. Multidimensi Dalam Sistem Hukum Islam 

     Sebuah zsistem zbukanlah zsatu zhal. Sebaliknya, zada zberbagai zbagian zyang zsaling 

zterkait. Ada zstruktur zyang zkohesif zdi zdalam zsistem zitu zsendiri. Sebuah zsistem 

zyang zkompleks zmemiliki zbeberapa zdimensi zkarena zbanyaknya zkomponen. 

Hukum zIslam zdapat zdisamakan zdengan zsebuah zsistem. Hukum zIslam zmencakup 

zberbagai zelemen.Pandangan zdunia zyang zmemiliki zdua zsisi zperlawanan zharus 

zdihapuskan zuntuk zmenjauhkan zdiri zdari zpenurunan zstrategis, zdan zmengintervensi 

zbeberapa zperdebatan zyang zmemiliki zkomponen zyang zmembatasi zdengan zberfokus 

zpada zperspektif zmaqashid zatau zalasan zmendasar zdari zsebuah zhukum. Sebagai 

zcontoh, zperbedaan zdalam zSunnah zsehubungan zdengan zpengagungan zyang 

zmuncul zharus zdilihat zdari zmaqasid zli ztaysir, zperbedaan zdalam zhadis zyang 
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zberhubungan zdengan z'urf zharus zdilihat zdari zmaqasid zkomprehensifitas zperaturan 

zdan zkehadiran znash zharus zdilihat zsebagai zjaminan zyang zpasti zdari zhukum.
81

 

f. Kebertujuan Dalam Sistem Hukum Islam 

      Salah zsatu zelemen zdasar zdari zpendekatan zsistem zadalah zatribut zterakhir, zdan 

zini zadalah ztujuan.Ini zadalah zaspek zfundamental zdari zpendekatan zsistem zdan 

zsemua zkarakteristik zsistem zdan zsistem zlainnya zberhubungan zdengan zelemen zini. 

Beberapa zkarakteristik zpembelajaran zmeliputi zkognisi, zholisme, zketerbukaan, 

zhirarki, zketerkaitan, zdan zmultidimensi.
82

 zSetiap zsistem zmemiliki zoutput. Keluaran 

zadalah ztujuan zyang zdihasilkan zoleh zjaringan zsystem zjaringan zsistem. Teori zsistem 

zmengklasifikasikan ztujuan zmenjadi zdua, zyaitu zsasaran zdan ztujuan. Goal zdapat 

zdihasilkan zoleh zsistem zjika zsistem zberada zdalam zsituasi zyang zkonstan zdan 

zmekanistik zsituasi zyang zkonstan zdan zmekanistik, zsistem zini zmenghasilkan ztujuan 

z(goal). Dan zsuatu zsistem zakan zmenghasilkan zsuatu ztujuan z(intention) zjika zsistem 

ztersebut zdapat zmenghasilkan ztujuan ztersebut zdengan zcara zyang zberbeda zatau 

zmenghasilkan zbeberapa ztujuan zdalam zberbagai zsituasi. Maqashid zdalam zhal zini 

ztermasuk zdalam ztujuan z(al-gayah). Maqashid zal-syariah ztidak zbersifat zmonolitik 

zdan zmekanistik, ztetapi zdapat zberubah-ubah zsesuai zdengan zsituasi zdan zkondisi.
83

 

    Dalam menggali maqashid, maqashid tidak dikembalikan kepada penilaian atau 

perenungan para fakih, tetapi harus dikembalikan kepada Al Qur'an dan hadis. 

Oleh karena itu, alasan (maqashid) dengan cara ini berubah menjadi tolok ukur 
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keabsahan setiap ijtihad, tanpa menghubungkannya dengan kecenderungannya 

terhadap madzhab tertentu. Alasan untuk memutuskan peraturan Islam harus 

dikembalikan kepada kemaslahatan yang melingkupi wilayah lokal.
84
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BAB III 

HASIL PENELTIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 pasal 41 Ayat 1 

Dalam Upaya Pencegahan Penyaluran Psikotropika Secara Online 

Perspektif  Hukum Progresif 

 Dalam paradigma positivisme hukum konservatif, seperti yang telah dibahas 

sebelumnya, hukum dan peradilan dipandang hanya sebagai sarana untuk 

mencegah kemerosotan moral dan menegakkan nilai-nilai tradisional. Sebaliknya, 

dalam kerangka positivisme hukum progresif, hukum dan peradilan dianggap 

sebagai instrumen untuk melakukan perubahan sosial. Dalam bukunya Penegakan 

Hukum Progresif Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa metode penafsiran 

menurut Satjipto Rahardjo memiliki empat ciri  sebagai pandangan hokum 

progresif dalam suatu hukum yang berlaku, yaitu : 

1. Hukum zHanya zbagi zManusia 

Prinsip zdasar zini ztidak zmenganggap zhukum zsebagai zelemen zpenting zdalam zproses 

zlegislasi.85
 zParadigma zhukum zprogresif zmemandang zindividu zsebagai zpenekanan 

zutama, zpercaya zbahwa zhukum zada zuntuk zmelayani zmereka. Gagasan zini 

zmenekankan zbahwa zindividu zmerupakan zpusat zdari zsemua zsistem zhukum, zbukan 

zhukum zyang zmenjadi zpusatnya, zSatjipto zRahardjo zsangat zpercaya zbahwa zhukum 

zdiciptakan zuntuk zkepentingan zmanusia, zbukan zsebaliknya. Sebaliknya, zjika zkita 

zpercaya zbahwa zmanusia zada zuntuk zhukum, zmaka zmanusia zakan zselalu zdianggap 
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zbersalah, zdan zbahkan zmungkin zdipaksa, zuntuk zmengikuti zrencana-rencana zyang 

zdibuat zoleh zhukum. Budayawan zJakob zSoemardjo, zmisalnya, zmengklaim zbahwa 

zorang zJawa zmemiliki zsepuluh zkategori zmencuri, zsementara zpemerintah zhanya 

zmemberikan zsatu zskema zatau zklasifikasi.
86

 

   Akibatnya, zpenegak zhukum zmenggunakan zstandar ztersebut zuntuk zmenentukan 

zapakah zsuatu ztindakan zmerupakan zpencurian. Namun zkarakteristik ztersebut ztidak 

zdiberikan ztempat zdan ztidak zdapat zdiakomodir zdalam zhukum, zsehingga zhal zitulah 

zyang zmembuat zhukum zbekerja zseperti zmesin zyang ztinggal zmemencet ztombol, 

zlayaknya zmesin zotomatis, zsedangkan zhukum zharus zbekerja zdengan zrumusan-

rumusan zhukum zdalam zperaturan zperundang-undangan, zyang ztentu zsaja ztelah 

zmempersempit zbahkan zmereduksi zperbuatan-perbuatan zmanusia zyang zunik zdan 

zberaneka zragam zke zdalam zskema-skema zatau zstandar-standar ztertentu, zsehingga 

zhukum znasional zitu zsendiri ztentu zsaja zakan zmenjadi zbeban zbagi zkehidupan 

zmasyarakat zsetempat, zmenurut zburnerd.
87

 zSatjipto zRahardjo zmenafsirkan zhukum 

zprogresif zdengan zpernyataan zbahwa zyang zpertama zdan zutama zadalah zhukum 

zuntuk zmanusia zdan zbukan zsebaliknya. Hukum zada zbukan zuntuk zdirinya zsendiri 

zmelainkan zuntuk zsesuatu zyang zlebih zluas, zyaitu zdemi zharkat zdan zmartabat, 

zkebahagiaan, zkesejahteraan, zdan zkeluhuran zkemanusiaan.
88

 Analisis Pasal 41 Ayat 

1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 terkait hukum untuk 

manusia dalam pencegahan penyaluran psikotropika secara online sebagai berikut  
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a) Pembatasan Akses yaitu Pasal ini membatasi penyaluran hanya melalui 

pihak yang berwenang (apoteker dan lembaga penelitian), mencegah akses 

bebas oleh masyarakat umum. Ini merupakan langkah penting dalam 

mengontrol peredaran zat-zat tersebut.  

b) Dokumentasi dan Penelusuran yaitu Persyaratan surat pesanan 

menciptakan jejak dokumentasi, memungkinkan otoritas untuk melacak 

pergerakan zat-zat ini. Hal ini membantu dalam pemantauan dan 

penyelidikan jika terjadi penyalahgunaan. 

c) Legitimasi Penggunaan yaitu Pasal ini menegaskan bahwa penggunaan sah 

hanya untuk keperluan medis dan ilmiah, membatasi kemungkinan 

penyalahgunaan untuk tujuan rekreasional atau ilegal.  

d) Tanggung Jawab Profesional yaitu Dengan menetapkan apoteker 

penanggung jawab, pasal ini menempatkan tanggung jawab pada 

profesional yang terlatih untuk mengelola zat-zat ini dengan benar.  

e) Dukungan Penelitian yang Sah yaitu Pasal ini mengakui kebutuhan 

penelitian ilmiah, memungkinkan akses terkontrol untuk lembaga 

penelitian resmi. 

f) Pencegahan Diversi yaitu Dengan membatasi jalur distribusi, pasal ini 

membantu mencegah pengalihan zat-zat ini ke pasar gelap.  

g) Dasar Hukum untuk Penegakan yaitu Pasal ini memberikan dasar hukum 

yang jelas untuk menindak penyaluran ilegal, memudahkan penegakan 

hukum.  
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h) Kesadaran Publik yaitu Keberadaan regulasi seperti ini dapat 

meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya dan status hukum zat-zat 

tersebut.  

i) Perlindungan Kesehatan Masyarakat yaitu Dengan mengontrol peredaran, 

pasal ini bertujuan melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan 

zat-zat tersebut.  

j) Keseimbangan Akses dan Kontrol yaitu Pasal ini berupaya 

menyeimbangkan kebutuhan akses untuk tujuan medis dan ilmiah dengan 

kebutuhan untuk mengontrol peredaran ilegal. Pasal ini merupakan bagian 

penting dari kerangka hukum untuk mencegah penyaluran psikotropika 

secara ilegal, namun efektivitasnya bergantung pada implementasi dan 

penegakan yang konsisten. 

2. Menolak zbertahan zStatus zQuo zdalam zBerhukum 

     Karakteristik zhukum zprogresif zyang zkedua zadalah zbahwa zhukum zprogresif 

zmenolak zuntuk zmempertahankan zstatus zquo zdalam zhukum. Mempertahankan 

zstatus zquo zmemiliki zefek zyang zsama, zseperti zketika zorang zberpendapat zbahwa 

zhukum zadalah ztolok zukur zsegala zsesuatu, zdan zmanusia zadalah zuntuk zhukum. 

Menurut zSatjipto zRhardjo, zcara zberhukum zseperti zini zsejalan zdengan zcara 

zberhukum zyang zpositivistik, znormatif, zdan zlegalistik, zyang zmana zbegitu zhukum 

zberkata zdan zmerumuskan zseperti zitu, zseseorang ztidak zbisa berbuat zbanyak zkecuali 

zdengan zalternatif zhukum zyang zlain.
89
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      Isi zdari zundang-undang zberawal zdari zpemikiran zdan zgagasan zdari zberbagai 

zkalangan zmasyarakat zyang zkemudian zmengalir zke zlembaga zlegislatif, zdimana zide 

zdan zgagasan ztersebut zdibentuk zdalam zbentuk zkata-kata zdan zkalimat zsebelum 

zakhirnya zdisahkan zmenjadi zUndang-Undang. Proses ztersebut zkemudian ztidak 

zdisetujui zoleh zSatjipto zRahardjo zkarena zmenurut zSatjipto zRahardjo zantara zide 

zdan zpasal-pasal zundang-undang zterdapat zjarak zyang zsangat zjauh zyang 

zmenyebabkan zadanya zkesenjangan zantara zide zdan zundang-undang, zkarena 

zmerumuskan zsuatu zperaturan zmenurut zSatjipto zRahardjo zterikat zdengan zbanyak 

zhal, ztermasuk ztata zbahasa zdan zkosakata zyang zkaya, zmaka zdari zitu zSatjipto 

zRahardjo zsependapat zdengan zorang zyang zmenyatakan zbahwa zhukum zadalah 

zpermainan zbahasa.
90

 zSatjipto zRahardjo zberpendapat zbahwa zbahasa zyang 

zdigunakan zuntuk zmenyampaikan zpesan zdari zkonsep ztersebut zmemiliki zbanyak 

zketerbatasan, zoleh zkarena zitu zhukum zharus ztetap zmemiliki zkomponen zyang 

zdisebut zpenjelasan. 

     Namun zdemikian, zSatjipto zRahardjo zmeyakini zbahwa zhukum zsudah zcacat 

zsejak zdiundangkan zatau zdilahirkan, zdan zhukum zjuga zdapat zbersifat zkriminogen, 

zyang zberarti zmenjadi zsumber zkejahatan, zdalam zhal zini zterkait zdengan zkelalaian 

zatau zketidaktepatan zdalam zmengatur zmasyarakat zsemajemuk zIndonesia zyang 

zberpotensi zmelahirkan zperaturan zyang zbersifat zkriminogen, zyang zberarti zhukum 

zmenjadi zsumber zkejahatan. Bahkan zjika zpara zpembuat zundang-undang zmemiliki 

zniat zbaik, zjika zmereka ztidak zmempertimbangkan zkeragaman zbudaya zIndonesia 

zsecara zmenyeluruh, ztindakan zmereka ztidak zdiragukan zlagi zakan zmenyebabkan 
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zmasalah zbesar zketika zditerapkan zdi zsatu zbagian zdari zbangsa zini.  Analisis Pasal 41 

Ayat 1  Perturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 dengan menolak status 

quo dalam berhukum untuk pencegahan penyaluran psikotropika secara online 

sebagai berikut : 

a) Pendekatan Terbatas, Pasal ini mencerminkan pendekatan tradisional yang 

fokus pada pembatasan dan pengendalian. Namun, pendekatan ini 

mungkin tidak cukup efektif dalam mengatasi akar masalah 

penyalahgunaan narkoba. 

b) Paradigma Kriminalisasi, Dengan membatasi akses secara ketat, pasal ini 

memperkuat paradigma kriminalisasi terhadap penggunaan narkoba. 

Pendekatan alternatif seperti dekriminalisasi atau regulasi yang lebih 

progresif tidak terakomodasi.
91

 

c) Pengabaian Faktor Sosial, Pasal ini tidak mempertimbangkan faktor-faktor 

sosial ekonomi yang mendorong penyalahgunaan narkoba. Pendekatan 

yang lebih holistik mungkin diperlukan untuk mengatasi masalah ini 

secara efektif. 

d) Keterbatasan Akses Medis, Pembatasan yang ketat bisa menghambat akses 

bagi mereka yang benar-benar membutuhkan untuk tujuan medis. Sistem 

yang lebih fleksibel mungkin diperlukan untuk menyeimbangkan kontrol 

dan akses.  
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e) Potensi Pasar Gelap, Pembatasan yang terlalu ketat bisa mendorong 

munculnya pasar gelap. Pendekatan regulasi yang lebih terbuka mungkin 

justru bisa mengurangi aktivitas ilegal.  

f) Fokus pada Penawaran, Bukan Permintaan Pasal ini lebih fokus pada 

pengendalian penawaran, tanpa memadai mengatasi sisi permintaan. 

Pendekatan yang lebih seimbang mungkin diperlukan.  

g) Keterbatasan dalam Penelitian, Meskipun memungkinkan penelitian, 

prosedur yang rumit bisa menghambat inovasi dalam pengembangan 

pengobatan baru atau pemahaman yang lebih baik tentang zat-zat ini.  

h) Pengabaian Potensi Manfaat Dengan fokus pada pembatasan, pasal ini 

mungkin mengabaikan potensi manfaat terapeutik dari beberapa zat yang 

diatur.  

i) Ketidaksesuaian dengan Zaman Global,  Pasal ini mungkin tidak sejalan 

dengan tren global menuju pendekatan yang lebih liberal dan berbasis 

kesehatan masyarakat dalam menangani masalah narkoba. 

    Analisis ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang lebih inovatif, dan 

berfokus pada kesehatan masyarakat mungkin diperlukan untuk mengatasi 

masalah penyaluran psikotropika secara lebih efektif. 

3. Antisipasi zHambatan 

  Akibatnya, zcara zkita zmembuat zundang-undang zharus zmempertimbangkan 

zbagaimana zmengatasi ztantangan zdalam zmenerapkan zhukum ztertulis. Kita ztidak 
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zbisa zkeluar zdari zmasyarakat zdan zsepenuhnya ztunduk zpada zhukum ztertulis.
92

 

zTunduk zsepenuhnya zberarti zmembiarkan zdiri zkita zdidominasi zoleh zdokumen 

ztertulis zformal zyang zmungkin ztidak zmengandung zkonsep zasli zyang zdimaksudkan 

zuntuk zdikomunikasikan zdi zdalamnya zdan zmungkin zbersifat zkriminogen. Oleh 

zkarena zitu, zmetode zyang zlebih zbaik zdan zlebih zsehat zuntuk zmempraktikkan zhukum 

zdalam zsituasi zseperti zitu zadalah zdengan zmenetapkan zrute zuntuk zpembebasan zdari 

zhukum zformal zmelalui zpeninjauan zyudisial. Namun, zapa zyang zdipertaruhkan zdi 

zsini zlebih zbersifat zmendasar zdan zfilosofis: zpengakuan zatas zlegitimasi zdari 

zberbagai zpembacaan zatas zteks zhukum. Hak zuntuk zmenafsirkan zatau 

zmembebaskan zdiri zdari zmandat zhukum zdidasarkan zpada zkeyakinan zbahwa 

zartikulasi zgagasan zke zdalam zaturan ztertulis ztidak zselalu zmampu zmengakomodasi 

zkonsep zaslinya. Selain zitu, zperistiwa zatau zdinamika zmasyarakat zdapat 

zmenyebabkan zkata-kata zdalam zundang-undang zmenjadi ztidak zsesuai zlagi. 

Bersikeras zpada zpemahaman zhukum zyang zlama zakan zmenghentikan zaliran 

zevolusi, zdengan zsegala zdampaknya. Diktum zRenner zmenggarisbawahi zbahwa 

zhukum ztidak zhanya zdidorong zoleh zlogika, ztetapi zjuga zoleh zkomponen zatau 

zkepedulian zterhadap zutilitas zsosial z(kewajaran).
93

 

Analisis Pasal 41 Ayat 1  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 

mengenai antisipasi hambatan dalam pencegahan penyaluran psikotropika secara 

online yaitu : 

                                                           
92 zSatjipto zRahardjo, zPenegakan zhukum zprogresif z(Jakarta: zKompas, z2010), z64. 
93 zSatjipto zRahardjo, zPenegakan zhukum zprogresif z(Jakarta: zKompas, z2010), z64.  
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a) Pemalsuan Dokumen Risiko pemalsuan surat pesanan. Diperlukan sistem 

verifikasi yang kuat dan mungkin penggunaan teknologi seperti tanda 

tangan digital atau blockchain untuk memastikan keaslian dokumen.  

b) Persekutuan Internal  Kemungkinan persekutuan antara apoteker atau 

pejabat lembaga penelitian dengan pihak yang berniat menyalurkan secara 

ilegal. Perlu sistem pengawasan berlapis dan audit berkala.  

c) Pengalihan dari Tujuan Sah  Risiko pengalihan zat dari tujuan penelitian 

atau medis ke pasar gelap. Diperlukan sistem pencatatan dan pelacakan 

yang ketat dari titik distribusi hingga penggunaan akhir. 

d) Keterbatasan Pengawasan Tantangan dalam mengawasi semua titik 

distribusi secara efektif. Mungkin perlu peningkatan sumber daya untuk 

pengawasan atau penggunaan teknologi pemantauan otomatis. 

e) Kelemahan Dalam Rantai Pasokan, Potensi kebocoran dalam rantai 

pasokan. Perlu penguatan keamanan di setiap tahap, dari produksi hingga 

distribusi akhir.  

f) Interpretasi Hukum yang Longgar,  Risiko interpretasi yang terlalu longgar 

terhadap "kebutuhan penelitian dan pengembangan".
94

 Diperlukan 

pedoman yang jelas dan spesifik tentang apa yang termasuk dalam 

kategori ini.  

g) Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga, Potensi kurangnya koordinasi 

antara lembaga yang berwenang. Perlu mekanisme sharing informasi dan 
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 Pasal 41 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023. 
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koordinasi yang lebih baik antar lembaga terkait seperti dinas 

kesehatan,puskesmas, kepolisian dan pemerintah.  

h) Penyalahgunaan Wewenang, Risiko penyalahgunaan wewenang oleh 

pihak berwenang. Diperlukan sistem check and balance serta mekanisme 

pelaporan pelanggaran yang efektif.  

i) Keterbatasan Teknologi, Tantangan dalam menerapkan sistem pelacakan 

yang canggih. Mungkin perlu investasi dalam teknologi seperti sistem 

database terpusat.
95

  

j) Perbedaan Regulasi Antar Daerah, Potensi perbedaan implementasi antar 

daerah. Perlu standardisasi prosedur dan penegakan hukum di seluruh 

wilayah.  

k) Perkembangan Metode Ilegal, Kemampuan pelaku ilegal untuk 

beradaptasi dengan regulasi baru. Diperlukan pendekatan yang fleksibel 

dan terus diperbarui dalam penegakan hukum. 

l) Keterbatasan Sumber Daya, Tantangan dalam menyediakan sumber daya 

manusia dan finansial yang cukup untuk pengawasan. Mungkin perlu 

alokasi anggaran yang lebih besar atau penggunaan teknologi untuk 

efisiensi. 

m) Tantangan Lintas Batas dalam menangani penyaluran ilegal lintas batas 

negara. Perlu kerjasama internasional yang lebih kuat dan harmonisasi 

regulasi.
96
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 Zaidan, M. Ali, and M. Sh. Kebijakan Kriminal. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021, 8. 
96 Arwin, muh ardhan. Peran Iinterpol Indonesia di Wilayah Regional ASEAN. 
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n) Resistensi dari Pihak Berkepentingan, Potensi resistensi dari pihak-pihak 

yang merasa dirugikan oleh regulasi ketat. Diperlukan pendekatan yang 

melibatkan semua pemangku kepentingan dalam perumusan dan 

implementasi kebijakan. 

     Antisipasi terhadap hambatan-hambatan ini memerlukan pendekatan multi-

dimensi yang melibatkan penegakan hukum, teknologi, edukasi, dan kerjasama 

antar lembaga serta internasional. Fleksibilitas dalam merespons tantangan baru 

juga penting untuk memastikan efektivitas pencegahan penyaluran psikotropika 

secara ilegal. 

4. Hukum zProgresif zMemberikan zPerhatian zBesar zTerhadap zPeranan 

zPerilaku zManusia zDalam zHukum 

           Hukum zprogresif zmenaruh zperhatian zbesar zpada zperan zperilaku zmanusia 

zdalam zhukum. Hal zini ztentu zsangat zbertolak zbelakang zdengan zanggapan zbahwa 

zhukum zhanya zsoal zaturan. 
97

 zPeranan zmanusia zdi zsini zmenurut zSatjipto zRahardjo 

zmerupakan zkonsekuensi zdari zsebuah zpengakuan, zsehingga zkita ztidak zboleh 

zberpegang zsecara zmutlak, zpada zteks zformal zsebuah zaturan. Seperti zyang ztelah 

zdikemukakan zbahwa zcara zpenting zhukum zuntuk zmengatasi zkemandekan zadalah 

zdengan zmembebaskan zdiri zdari zdominasi zteks zhukum. Cara zini zdapat zdilakukan 

zmenurut zSatjipto zRahardjo zyang zkemudian zdapat zdilakukan zjika zmelibatkan 

zunsur zmanusia zatau zperbuatan zmanusia zdalam zhukum. Karena zperilaku zmanusia 

zditekankan zsebagai zfaktor zpenting, zmaka zpendidikan zhukum zharus zmerespons 
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zdengan zcepat zdan ztepat zterhadap zmasalah ztersebut. Sudah zbukan zrahasia zlagi 

zbahwa zpendidikan zhukum zkita zlebih zmenitikberatkan zpada zpenguasaan zperaturan 

zperundang-undangan, zyang zjelas-jelas zberdampak zpada zterpinggirkannya 

zmanusia zdan ztindakannya zdalam zproses zhukum. Pendekatan zini ztampaknya 

zdimonopoli zoleh zpendidikan zhukum zdi zIndonesia, zdan zAmerika zSerikat zpun 

zprihatin zakan zhal zini. Jika ztidak zsegera zdiatasi, zhal zini zakan zmenjadi zpenyebab 

zutama zjatuhnya zrasa zbelas zkasihan zterhadap zpenderitaan zmanusia, zyang 

zseharusnya zdiatasi zoleh zhukum.
98

 

      Analisis Pasal 41 Ayat 1  Peraturan Menteri Keshatan Nomor 5Tahun 2023 

dengan fokus pada peranan perilaku manusia dalam hukum untuk pencegahan 

penyaluran psikotropika secara online yaitu : 

a) Memahami motivasi individu di balik perilaku ilegal, seperti faktor 

ekonomi, sosial, atau psikologis, sangat penting meskipun ada asumsi 

bahwa pembatasan akses akan mencegah penyalahgunaan Psikotropika. 

b) Keberhasilan, Pasal ini bergantung pada kepatuhan sukarela dari apoteker 

dan peneliti. Meningkatkan motivasi intrinsik untuk mematuhi hukum, di 

luar ancaman hukuman, sangat diperlukan. 

c) Pemahaman resiko mempengaruhi perilaku manusia. Edukasi yang efektif 

mengenai konsekuensi hukum dan kesehatan dari penyalahgunaan 

psikotropika sangat penting untuk mendukung pasal ini. 

                                                           
98

Satjipto zRahardjo, zPenegakan zhukum zprogresif z(Jakarta: zKompas, z2010), z67. 
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d) Menyelaraskan undang-undang ini dengan norma-norma sosial yang ada 

dapat meningkatkan efektivitasnya. Membangun norma-norma yang 

mendorong penggunaan yang bertanggung jawab dan menolak 

penyalahgunaan narkoba sangat diperlukan. 

e) Mengakui peran tekanan sosial dalam perilaku ilegal. Program-program 

pendukung yang membangun ketahanan individu terhadap tekanan 

lingkungan yang negatif adalah penting. 

f) Insentif dan Disinsentif, Mempertimbangkan struktur insentif yang dapat 

mendorong kepatuhan. Selain sanksi, mungkin perlu sistem penghargaan 

untuk pelaporan dan pencegahan yang efektif. 

g) Pemahaman Hukum, Memastikan bahwa hukum mudah dipahami oleh 

semua pihak terkait. Kompleksitas hukum bisa mengurangi kepatuhan 

karena kesalahpahaman atau kebingungan.
99

 

h) Keterlibatan Komunitas, Melibatkan komunitas dalam upaya pencegahan. 

Pendekatan berbasis komunitas bisa meningkatkan rasa kepemilikan dan 

tanggung jawab bersama. 

i) Pendidikan dan Kesadaran Memperluas fokus tidak hanya pada penegakan 

hukum, tetapi juga pada pendidikan dan peningkatan kesadaran tentang 

bahaya penyalahgunaan psikotropika. 

        Dengan mempertimbangkan aspek-aspek perilaku manusia ini, implementasi 

Pasal 41 Ayat 1  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 dapat menjadi 

lebih efektif. Pendekatan yang holistik, memadukan pemahaman psikologi, 

                                                           
99

 Siswanto S, 2012, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU RI Nomor 35 Tahun 

2009), Jakarta ,  15. 



76 
 

sosiologi, dan ekonomi perilaku, dapat meningkatkan kepatuhan dan menciptakan 

perubahan perilaku yang lebih berkelanjutan dalam upaya pencegahan penyaluran 

psikotropika secara illegal. 

B. Tinjauan Maqasyid zSyariah zJasser Auda zTerhadap zPencegahan 

zPenyaluran Psikotropika Berdasarkan zPasal  41 Ayat 1zPeraturan 

Menteri Kesehatan zNomor z5 zTahun z2023 

1. Sifat zKognitif zDalam Sistem zHukum zIslam 

        Karakter zkognitif zdari zpengetahuan zmempengaruhi zsistem zhukum zIslam. 

Karakteristik zsistem zkognitif zini zmenunjukkan zkerangka zkerja zhukum zIslam zyang 

zmembedakan zwahyu zdari zkognisi. Secara zsingkat, zperbedaan zantara zwahyu zdan 

zfikih. Hal zini zmenunjukkan zbahwa zfikih zbergerak zmenjauh zdari zpengakuan 

zsebagai zpengetahuan zilahi zdan zmenuju zkognisi zatau zpemahaman zrasio zmanusia 

ztentang zpengetahuan zilahi. Dengan zdemikian, zorang-orang zdengan zrasio zatau 

zkecerdasan zmereka zdapat zdengan zjelas zmembedakan zantara zsyariah zdan zfikih, 

zyang zberkontribusi zpada zkurangnya zsudut zpandang zfikih zpraktis zyang zmengklaim 

zpemahaman zilahi.
100

 Syariah zIslam zmencakup zlebih zdari zsekadar zhukum zagama, 

zperaturan zibadah, zketetapan zhukum, zpendapat zpara zahli zhukum, zpenafsir, zdan 

zajaran zpara ztokoh zagama. Fiqih zadalah zupaya zseorang zahli zhukum zyang zmuncul 

zdari zpemikiran zdan zijtihad, zdengan ztetap zberpegang zteguh zpada zAl-Quran zdan 

zSunnah zdengan ztujuan zuntuk zmencari zmakna zyang zdimaksud. Fiqih zadalah 

zproses zkognisi zmental zdan zpemahaman zmanusia. Sangat zmungkin zterjadi 
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zkesalahan zpemahaman zdalam zmenangkap zmaksud zTuhan. Fiqih zadalah 

zpemahaman, zdan zpemahaman zmembutuhkan zkemahiran zdalam zpengetahuan. 

Sementara zpengetahuan zmemberdayakan zseseorang zuntuk zmenghubungkan 

zkonsep-konsep zdengan zpemahaman zyang zmenyeluruh zmelalui zakal.
101

 

   Analisis Pasal 41 Ayat 1  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023   

mengenai sifat kognitif dalam sistem hukum Islam untuk pencegahan penyaluran 

psikotropika secara online yaitu : 

a) Maqashid Al-Syariah (Tujuan Hukum Islam) yaitu Pasal ini sejalan dengan 

prinsip perlindungan akal (hifdz al-'aql) dalam Maqashid Al-Syariah. 

Islam menekankan pentingnya menjaga kesehatan mental dan fisik, yang 

dapat terancam oleh penyalahgunaan psikotropika. 

b) Maslahah (Kepentingan Umum) yaitu Pembatasan penyaluran 

psikotropika mencerminkan konsep maslahah dalam hukum Islam, yang 

bertujuan melindungi kepentingan masyarakat luas dari bahaya 

penyalahgunaan zat-zat tersebut. 

c) Amanah (Kepercayaan) yaitu Pemberian wewenang kepada apoteker dan 

lembaga penelitian mencerminkan konsep amanah dalam Islam. Ini 

menekankan tanggung jawab moral dan etika dalam mengelola zat-zat 

berbahaya. 

d) Kemaslahatan yaitu Regulasi ini mencerminkan prinsip istislah, yaitu 

mencari solusi hukum yang membawa kemaslahatan terbesar bagi 
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masyarakat dalam menghadapi isu kontemporer seperti penyalahgunaan 

narkoba. 

e) Otoritas yang Sah yaitu Penunjukan apoteker dan lembaga penelitian 

sebagai pihak berwenang sejalan dengan konsep taat kepada ulil amri 

dalam urusan yang tidak bertentangan dengan syariah. 

     Analisis ini menunjukkan bahwa Pasal 41 Ayat 1  Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 5 Tahun 2023  memiliki resonansi yang kuat dengan prinsip-prinsip 

kognitif dalam sistem hukum Islam. Pendekatan ini menggabungkan perlindungan 

masyarakat, tanggung jawab individu, dan keseimbangan antara kebutuhan 

medis/ilmiah dengan pencegahan penyalahgunaan, sejalan dengan tujuan-tujuan 

syariah dalam menjaga kesejahteraan umat manusia. 

2. Keutuhan Dalam Sistem Hukum Islam 

          Ciri zkeutuhan zatau zkelengkapan zsistem zberarti zbahwa zteori zsistem 

zmenganggap zsetiap zhubungan zsebab-akibat zsebagai zbagian zdari zkeseluruhan. 

Tingkat zbukti zatau zvaliditas zyang zholistik zatau zkomprehensif, zsebagaimana zdianut 

zoleh zpara zteolog zdan zahli zlogika, zdianggap zsebagai zsalah zsatu aspek zushul zfiqh. 

Para zulama zmengutamakan zjenis zbukti zini zdibandingkan zbukti zsatu zmaupun 

zparsial. Ketika zpemikiran zyang zsistematis zdan zholistik zdikembangkan zdalam 

zushul zfiqh, zmaka zakan zmemberikan zmanfaat zyang zbesar zbagi zfilsafat zhukum 

zIslam. Pendekatan zmetode zholistik zini zjuga zmenguntungkan zfilsafat zteologi zIslam 

zkarena zia zberkembang zdari zekspresi zverbal zaslinya, zmenuju zke zbahasa zyang zlebih 
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zsistematis zdan zkomprehensif. Dalam zIslam, zpemikiran zsistematis zdan 

zkomprehensif zjuga zterbukti zbermanfaat zbagi zilmu zretorika.
102

 

          Ciri zsistem zkeutuhan zsudah zberupaya zuntuk zmemperbaiki zkekurangan zpada 

zpendekatan zfiqh zklasik, zyang zmenonjolkan zmetode zreduksionis zdan zatomik. 

Atomistik zadalah zpendekatan zyang zhanya zmengamati zsatu znash zsaja zsebagai 

zsolusi zpenyelesaian zkasus. Maka zhukum zIslam zini zmencakup zsegala zaspek zyang 

zberkaitan zdengan zushul zfiqh zitu zsendiri zserta zkaitannya zdengan zilmu-ilmu 

zlain.Oleh zsebab zitu zDalam zbidang zhukum zIslam, zprinsip-prinsip zilmu zagama 

zseperti zteologi ztidak zbisa zdilepaskan. Dalam zhukum zIslam, zharus zada zkesatuan 

zantara zhukum zdan zmoralitas, zsehingga zmenghasilkan zpendekatan zyang 

zholistik.
103

 

Analisis Pasal 41 Ayat 1  mengenai keutuhan dalam sistem hukum Islam untuk 

pencegahan penyaluran psikotropika secara online yaitu : 

a) Komprehensif, Pasal ini mencerminkan sifat komprehensif hukum Islam, 

yang mengatur berbagai aspek kehidupan termasuk penggunaan dan 

penyaluran zat-zat yang berpotensi membahayakan. Ini menunjukkan 

bahwa Islam tidak hanya fokus pada ibadah, tetapi juga aspek muamalah 

dan perlindungan masyarakat. 
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b) Tawazun (Keseimbangan) yaitu Regulasi ini mewujudkan prinsip 

keseimbangan dalam Islam. Di satu sisi, membatasi penyaluran untuk 

mencegah penyalahgunaan, namun di sisi lain tetap memungkinkan 

penggunaan untuk tujuan yang bermanfaat (medis dan penelitian). 

c) Waqi'iyyah (Realisme) yaitu Pasal ini menunjukkan sifat realistis hukum 

Islam, yang dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pengakuan 

terhadap kebutuhan medis dan ilmiah modern sejalan dengan prinsip Islam 

yang tidak menolak kemajuan ilmu pengetahuan. 

d) Gradualitas, Pendekatan regulasi ini bisa dilihat sebagai bagian dari 

prinsip tadarruj dalam Islam, di mana perubahan dan pengendalian 

dilakukan secara bertahap untuk mencapai tujuan syariah tanpa 

menimbulkan goncangan sosial.  

e) Maslahah Ammah (Kepentingan Umum) yaitu Pembatasan penyaluran 

mencerminkan prioritas Islam terhadap kepentingan umum di atas 

kepentingan individu, melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan 

narkoba.  

f) Proporsionalitas, Pasal ini menunjukkan proporsionalitas dalam hukum 

Islam, di mana pembatasan diberlakukan sesuai dengan tingkat risiko dan 

manfaat dari zat yang diatur. 
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g) Maqashid Al-Syariah (Tujuan Syariah): Regulasi ini sejalan dengan 

maqashid al-syariah, khususnya dalam perlindungan akal (hifdz al-'aql) 

dan jiwa (hifdz al-nafs), yang merupakan tujuan utama syariah.
104

 

      Analisis ini menunjukkan bahwa Pasal 41 Ayat 1 memiliki kesesuaian yang 

kuat dengan keutuhan sistem hukum Islam. Pasal ini tidak hanya mengatur aspek 

teknis penyaluran, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip fundamental dalam 

Islam seperti perlindungan masyarakat, keseimbangan, dan fleksibilitas hukum 

dalam menghadapi tantangan modern. Pendekatan ini mendemonstrasikan 

bagaimana hukum Islam dapat diterapkan secara holistik dan relevan dalam 

konteks permasalahan kontemporer seperti pengawasan penyaluran psikotropika 

secara online. 

3. Keterbukaan Dalam Sistem Hukum Islam 

     Tidak zada zdalam zpenafsiran zpenutup zgerbang zijtihad zdalam zhukum zislam zyang 

ztelah zdigagas zulama zklasik, zpendapat zJasser zAuda.. Kebutuhan zzaman, zketika 

zmenghadapi zperubahan-perubahan zbaru zdalam zaspek-aspek ztertentu zdalam 

zkehidupan zmanusia, zmemungkinkan zHal zuntuk zdikembangkan zsesuai zsyariat 

zIslam. Hukum zIslam zbisa zfleksibel zsesuai zdengan zkonteks zwaktu, zkondisi, zatau 

ztempat. Dalam zhukum zIslam, zperaturan-peraturan zlama, zfiqih, zdan zfatwa-fatwa 

zyang zdikeluarkan zpara zulama zmasa zlampau zdapat zdikembangkan zsesuai zdengan 

zkebutuhan zumat zmanusia zdi zera zsaat zini. Selagi zdalam zpeningkatan zhukum zIslam 
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berbasis mashlahah."Millah: Journal of Religious Studies (2019) : 335-356. 
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zitu ztetap zberasaskan zpada zsumber zhukum zIslam zyang zutama zyaitu zal-Qur‟an zdan 

zhadits zmaupun ztetap zmenjunjung ztinggi zmaqashid zal-syari‟ah zsebagai zfilsafat 

zhukum zIslam.
105

 

    Analisis Pasal 41 Ayat 1 mengenai keterbukaan dalam sistem hukum Islam 

untuk pencegahan penyaluran psikotropika secara online yaitu : 

a) Ijtihad Kontemporer yaitu Pasal ini mencerminkan keterbukaan hukum 

Islam terhadap ijtihad kontemporer. Islam memungkinkan pengembangan 

hukum untuk menghadapi isu-isu modern seperti regulasi psikotropika, 

yang tidak secara eksplisit dibahas dalam sumber-sumber klasik. 

b) Adaptabilitas Syariah yaitu Regulasi ini menunjukkan kemampuan syariah 

untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Islam terbuka untuk 

mengadopsi metode modern dalam mengelola dan mengatur zat-zat yang 

berpotensi disalahgunakan. 

c) Integrasi Ilmu Pengetahuan yaitu Pengakuan terhadap kebutuhan 

penelitian dan pengembangan menunjukkan keterbukaan Islam terhadap 

kemajuan ilmu pengetahuan. Islam tidak menolak perkembangan ilmiah, 

bahkan mendukungnya selama sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. 

d) Fleksibilitas Hukum yaitu  Pasal ini mendemonstrasikan fleksibilitas 

hukum Islam dalam merespon kebutuhan masyarakat modern. 

Keterbukaan ini memungkinkan penerapan hukum yang relevan dengan 

konteks sosial dan ilmiah saat ini.  

                                                           
105 zAuda, zJasserMaqashid zAl zShariah zAs zPhilosophy zOf zIslamic zLaw: zA zSystem zApproach, 
z(London: zThe zInternational zInstitute zof zIslamic zThought,2007). 
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    Analisis ini menunjukkan bahwa Pasal 41 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 5 Tahun 2023 mencerminkan keterbukaan yang signifikan dalam sistem 

hukum Islam. Islam, melalui berbagai prinsip dan metode hukumnya, 

menunjukkan kapasitas untuk beradaptasi dengan tantangan modern seperti 

regulasi psikotropika. Keterbukaan ini memungkinkan Islam untuk tetap relevan 

dan efektif dalam mengatur masyarakat kontemporer, sambil tetap menjaga 

prinsip-prinsip fundamentalnya. Pasal ini menjadi contoh bagaimana hukum Islam 

dapat bersifat dinamis dan responsif terhadap kebutuhan zaman, tanpa kehilangan 

esensi dan tujuan syariahnya dalam melindungi kemaslahatan umat. 

4. Hirarki zSaling zBerkaitan Dalam Sistem Hukum Islam 

Meskipun zdalam zmaqashid zal-syariah zyang zdirumuskan zoleh zpara zulama zklasik 

zseperti zal-syatibi, zterdapat zhirarki zatau ztingkatan zmaqashid, zyang zpaling 

zmendasar zadalah zdzaruriyat, zhajiyat, zdan ztahsiniyat. Ketiganya zsaling zterkait zdan 

zsaling zberhubungan zsatu zsama zlain zSelebihnya, zpemenuhan zsalah zsatu zkebutuhan 

ztersebut zharus zsejalan zdengan zpemenuhan zkebutuhan-kebutuhan zmendasar zdi 

zbawahnya. Untuk zmemudahkan zpemahaman, zkita zdapat zmengambil zcontoh 

zkewajiban zshalat, zzakat, zpuasa, zkemudian zkebutuhan zmanusia zakan zrezeki zdan 

zkebutuhan zmanusia zakan zberekreasi zuntuk zmenyegarkan zpikiran zyang 

zkesemuanya zmerupakan zkebutuhan zyang zsama zpentingnya zuntuk zdipenuhi zoleh 

zmanusia. Meskipun zprioritasnya zharus zpada zkewajiban zshalat, zsedekah, zdan 
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zpuasa, zbukan zberarti zkebutuhan zmanusia zakan zmakanan zdan zminuman zharus 

zdiabaikan.
106

 

 z Analisis Pasal 41 Ayat 1  mengenai hirarki saling berkaitan dalam sistem hukum 

Islam untuk pencegahan penyaluran psikotropika secara onine yaitu : 

a) Al-Quran sebagai Dasar Utama, Meski tidak secara eksplisit menyebutkan 

psikotropika, ayat-ayat Al-Quran tentang larangan merusak diri (seperti 

Al-Maidah Ayat 90) menjadi landasan utama dalam hierarki hukum untuk 

regulasi ini. 

b) As-Sunnah sebagai Penjelas, Hadits-hadits yang melarang penggunaan zat 

yang memabukkan atau merusak akal menjadi level kedua dalam hierarki, 

memperkuat dan menjelaskan prinsip-prinsip Al-Quran. 

c) Ijma' (Konsensus Ulama) yaitu Kesepakatan ulama tentang bahaya 

penyalahgunaan zat-zat terlarang menjadi level berikutnya, memberikan 

landasan untuk regulasi modern seperti dalam pasal ini.  

d) Qiyas (Analogi) yaitu Penerapan qiyas dalam membandingkan 

psikotropika modern dengan zat-zat yang dilarang dalam nash menjadi 

dasar hukum yang lebih spesifik. 
107

 

e) Fatwa Kontemporer yaitu Fatwa-fatwa ulama kontemporer tentang 

penggunaan obat-obatan dan zat psikotropika menjadi rujukan dalam 

konteks modern. 

                                                           
106 zSutisna, zNeneng zHasanah, zet zal. Panorama zMaqashid zSyariah. Media zSains zIndonesia, z2021, 

168. 
107

 Amir Syarifudin, Pengertian Dan Sumber Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 16. 
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f) Siyasah Syar'iyyah yaitu Kebijakan pemerintah yang sesuai syariah dalam 

mengatur penyaluran psikotropika, mewujudkan prinsip-prinsip Islam 

dalam bentuk hukum positif. 

    Analisis ini menunjukkan bahwa Pasal 41 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 5 Tahun 2023  mencerminkan hierarki yang saling berkaitan dalam sistem 

hukum Islam. Dimulai dari sumber-sumber utama (Al-Quran dan As-Sunnah), 

melalui berbagai tingkatan metodologi hukum Islam, hingga implementasi 

praktisnya, pasal ini mendemonstrasikan bagaimana sistem hukum Islam bekerja 

secara koheren dan komprehensif. Hierarki ini tidak bersifat kaku, melainkan 

saling terkait dan saling memperkuat. Setiap level memberikan kontribusi unik 

dalam membentuk kerangka hukum yang responsif terhadap isu kontemporer 

seperti regulasi psikotropika. Pendekatan hierarkis ini memungkinkan hukum 

Islam untuk tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan modern, 

sambil tetap menjaga prinsip-prinsip fundamentalnya. Pasal 41 Ayat 1 menjadi 

contoh bagaimana berbagai level dalam hierarki hukum Islam dapat 

diintegrasikan untuk menghasilkan regulasi yang seimbang, melindungi 

masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba, sambil tetap mengakomodasi 

kebutuhan medis dan ilmiah yang sah. Ini menunjukkan fleksibilitas dan 

kekomprehensifan sistem hukum Islam dalam merespon isu-isu kontemporer. 

5. Multidimensi Dalam Sistem Hukum Islam 

      Sebuah zsistem zbukanlah zsatu zhal. Sebaliknya, zada zberbagai zbagian zyang 

zsaling zterkait. Ada zstruktur zyang zkohesif zdi zdalam zsistem zitu zsendiri. Sebuah 
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zsistem zyang zkompleks zmemiliki zbeberapa zdimensi zkarena zbanyaknya zkomponen. 

Hukum zIslam zdapat zdisamakan zdengan zsebuah zsistem. Hukum zIslam zmencakup 

zberbagai zelemen.Pandangan zdunia zyang zmemiliki zdua zsisi zperlawanan zharus 

zdihapuskan zuntuk zmenjauhkan zdiri zdari zpenurunan zstrategis, zdan zmengintervensi 

zbeberapa zperdebatan zyang zmemiliki zkomponen zyang zmembatasi zdengan zberfokus 

zpada zperspektif zmaqashid zatau zalasan zmendasar zdari zsebuah zhukum. Sebagai 

zcontoh, zperbedaan zdalam zSunnah zsehubungan zdengan zpengagungan zyang 

zmuncul zharus zdilihat zdari zmaqasid zli ztaysir, zperbedaan zdalam zhadis zyang 

zberhubungan zdengan z'urf zharus zdilihat zdari zmaqasid zkomprehensifitas zperaturan 

zdan zkehadiran znash zharus zdilihat zsebagai zjaminan zyang zpasti zdari zhukum.
108

 

    Dalam zsistem zhukum zIslam zyang zdiusulkan zJasser zAuda, zsalah zsatu zprinsip 

zyang zpaling zpenting zadalah zmultidimensi, zdi zmana zpenerapan zdan zpenegakan 

zhukum zIslam zbergantung zpada zsejumlah zdimensi zatau zaspek. Dalam zkonteks zini, 

zdalam zkaitannya zdengan zpengawasan zpenyaluran zpsikotropika zsecara zonline, 

zsebagaimana zdianalisa zterhadap zPasal z41 Ayat 1  zPeraturan Menteri Kesehatan 

zNomor z5 zTahun z2023, zmaka zprinsip zmultidimensi ztersebut zdapat zditerapkan 

zsebagai zberikut: z 

a) Dimensi zFilosofis zdan zTujuan zSyariah z(Maqasid zal-Syariah). Dimensi zini 

zmendalilkan zbahwa zupaya zpencegahan zperedaran zpsikotropika zmelalui 

ztransaksi zonline zharus zsesuai zdengan ztujuan zsyariah, zyang zmerupakan 

zsyarat zesensial zdari zMaqasid zal-Syariah. Di zantara ztujuan zutama zsyariah 

                                                           
108 zJasser zAuda, zMaqashid zal-syariah zAs zPhilosophy zOf zIslamic zLaw: zA zSystem zApproach, zTerj. 

M. Amin zAbdullah, z“Membumikan zHukum zIslam zMelalui zMaqasid zSyariah”, .50-51. 
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zadalah zmewujudkan zkemaslahatan zdan zmencegah zkemudharatan zbagi 

zumat zmanusia.
109

 

b) Dimensi zSosiologis zdan zBudaya zPrinsip zmultidimensionalitas zjuga 

zmempertimbangkan zaspek zsosiologis zdan zbudaya. Dalam zhal zini, zupaya 

zpencegahan zpenyaluran zpsikotropika zmelalui zsecara zonline zharus 

zmemperhatikan zkonteks zsosial zdan zbudaya zmasyarakat, zbaik zdari zsisi 

zpelaku zmaupun zdari zsisi zlingkungan zsekitar. Hal zini zdiperlukan zagar 

zupaya zpencegahan zdapat zdilakukan zdengan zlebih zefektif zdan zsesuai 

zdengan zkondisi zmasyarakat zyang zada. 

c) Dimensi zPsikologis z(Faktor zIndividu) zSelain zitu, zprinsip 

zmultidimensionalitas zjuga zmempertimbangkan zdimensi zpsikologis zatau 

zfaktor zindividu.
110

 zDalam zkonteks zpencegahan zpenyaluran zpsikotropika 

zmelalui zsecara zonline, zhal zini zdapat zmencakup zpemahaman zterhadap 

zmotivasi zdan zfaktor zpendorong zpelaku zdalam zmelakukan ztindakan 

ztersebut. Dengan zmemahami zfaktor zindividu, zupaya zpencegahan zdapat 

zdilakukan zdengan zlebih ztepat zsasaran. 

d) Dimensi zMultidisipliner zPrinsip zmultidimensionalitas zdalam zsistem 

zhukum zIslam zjuga zmengharuskan zadanya zpendekatan zmultidisipliner 

zdalam zproses zpencegahan. Ini zberarti zmelibatkan zberbagai zdisiplin zilmu 

zseperti zhukum, zpsikologi, zsosiologi, zteknologi zinformasi, zdan zlain-lain 

zuntuk zmemberikan zsolusi zyang zlebih zkomprehensif. 

                                                           
109 zAuda, zJasser. Maqasid zAl-Shari'ah zas zphilosophy zof zIslamic zlaw. International zInstitute zof 
zIslamic zThought z(IIIT), z2022, 24-28. 
110 zPedhu, zYoseph. "Kesejahteraan zpsikologis zdalam zhidup zmembiara." zJurnal zKonseling zdan 
zPendidikan z10.1 z(2022): z65-78. 
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        Dengan zmempertimbangkan zberbagai zdimensi zatau zaspek zseperti zyang 

zdipaparkan zdi zatas, zupaya zpencegahan zpenyaluran zpsikotropika zsecara ilegal 

zdapat zdilakukan zdengan zlebih zefektif zdan zmenyeluruh. Prinsip 

zmultidimensionalitas zdalam zsistem zhukum zIslam zJasser zAuda zmemberikan 

zpanduan zuntuk zmengintegrasikan zaspek-aspek zfilosofis, zsosiologis, zpsikologis, 

zdan zmultidisipliner zdalam zproses zpencegahan zdan zpenegakan zhukum. 

6. Kebertujuan Dalam Sistem Hukum Islam 

    Salah zsatu zelemen zdasar zdari zpendekatan zsistem zadalah zatribut zterakhir, zdan zini 

zadalah ztujuan.Ini zadalah zaspek zfundamental zdari zpendekatan zsistem zdan zsemua 

zkarakteristik zsistem zdan zsistem zlainnya zberhubungan zdengan zelemen zini. 

Beberapa zkarakteristik zpembelajaran zmeliputi zkognisi, zholisme, zketerbukaan, 

zhirarki, zketerkaitan, zdan zmultidimensi.
111

 zSetiap zsistem zmemiliki zoutput. 

Keluaran zadalah ztujuan zyang zdihasilkan zoleh zjaringan zsystem zjaringan zsistem. 

Teori zsistem zmengklasifikasikan ztujuan zmenjadi zdua, zyaitu zsasaran zdan ztujuan. 

Goal zdapat zdihasilkan zoleh zsistem zjika zsistem zberada zdalam zsituasi zyang zkonstan 

zdan zmekanistik zsituasi zyang zkonstan zdan zmekanistik, zsistem zini zmenghasilkan 

ztujuan z(goal). Dan zsuatu zsistem zakan zmenghasilkan zsuatu ztujuan z(intention) zjika 

zsistem ztersebut zdapat zmenghasilkan ztujuan ztersebut zdengan zcara zyang zberbeda 

zatau zmenghasilkan zbeberapa ztujuan zdalam zberbagai zsituasi. Maqashid zdalam zhal 

zini ztermasuk zdalam ztujuan z(al-gayah). Maqashid zal-syariah ztidak zbersifat 

                                                           
111 zAuda, zMaqasid zAsy-Syari‟ah zAs zPhilosophy, .50 z– z51. 
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zmonolitik zdan zmekanistik, ztetapi zdapat zberubah-ubah zsesuai zdengan zsituasi zdan 

zkondisi.
112

 

    Analisis Pasal 41 Ayat 1  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 

mengenai kebertujuan dalam sistem hukum Islam untuk pencegahan penyaluran 

psikotropika secara online yaitu : 

a) Perlindungan Akal (Hifdz al-'Aql) yaitu Tujuan utama pasal ini adalah 

melindungi akal manusia dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan 

psikotropika. Ini sejalan dengan salah satu tujuan utama syariah (maqashid 

al-syariah) yaitu menjaga kesehatan mental dan intelektual masyarakat. 

b) Perlindungan Jiwa (Hifdz al-Nafs) yaitu Regulasi ini bertujuan melindungi 

nyawa dan kesehatan fisik masyarakat dari dampak negatif 

penyalahgunaan zat-zat berbahaya, yang merupakan aspek penting dalam 

maqashid al-syariah.
113

 

c) Kemaslahatan Umum (Maslahah Ammah) yaitu Pasal ini bertujuan untuk 

mewujudkan kemaslahatan umum dengan mencegah peredaran ilegal yang 

dapat merusak tatanan sosial dan kesehatan masyarakat. 

d) Pencegahan Kerusakan (Dar al-Mafasid) yaitu Tujuan pencegahan 

kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan, sesuai 

dengan kaidah fiqh "menolak kemudaratan lebih diutamakan daripada 

meraih kemaslahatan".  

                                                           
112 zRetna zGumanti, z“Maqasid zAl-Syariah zMenurut zJasser zAuda”, z115. 
113

 zRifqi, zM. Ainur, zand zA. Halil zThahir. "Tafsir zMaqasidi: zmembangun zparadigma ztafsir zberbasis 
zmashlahah." zMillah: zJournal zof zReligious zStudies z(2019): z335-356. 
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e) Keadilan (Al-'Adl) yaitu Regulasi ini bertujuan mewujudkan keadilan 

dengan memastikan bahwa zat-zat berbahaya hanya digunakan untuk 

tujuan yang sah dan bermanfaat. 

f) Tanggung Jawab Sosial yaitu Pasal ini mencerminkan tujuan untuk 

memperkuat tanggung jawab sosial, terutama di kalangan profesional 

kesehatan dan peneliti. 

g) Perlindungan Harta (Hifdz al-Mal) yaitu Mencegah penyalahgunaan, 

ekonomi dan melindungi sumber daya masyarakat dari dampak negatif 

peredaran narkoba ilegal. 

h) Perlindungan Generasi (Hifdz al-Nasl) yaitu Secara lebih luas, bertujuan 

melindungi generasi mendatang dari dampak negatif penyalahgunaan 

narkoba. 

    Analisis ini menunjukkan bahwa Pasal 41 Ayat 1  Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023  memiliki kebertujuan yang mendalam dan 

beragam dalam konteks sistem hukum Islam. Tujuan-tujuan ini tidak hanya 

mencakup aspek hukum dan keamanan, tetapi juga meliputi dimensi sosial, 

etika, kesehatan, dan spiritual. Pendekatan ini mencerminkan sifat holistik 

hukum Islam dalam menangani isu-isu kontemporer.Kebertujuan ini 

mendemonstrasikan bagaimana hukum Islam berupaya untuk tidak hanya 

mengatur perilaku, tetapi juga membentuk masyarakat yang sehat, 

bertanggung jawab, dan sejahtera. Regulasi seperti ini menunjukkan 

fleksibilitas hukum Islam dalam merespon tantangan modern sambil tetap 

berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariah. Penting untuk dicatat bahwa 
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analisis ini didasarkan pada pemahaman umum tentang maqashid al-syariah 

dan prinsip-prinsip hukum Islam. Untuk referensi yang lebih spesifik dan 

mendalam, disarankan untuk merujuk pada karya-karya ulama kontemporer 

dan jurnal-jurnal akademik yang membahas bioetika Islam dan hukum 

kesehatan dalam perspektif Islam. 

    Berdasarkan penejelasan diatas maka peneliti merekomendasikan  jika dilihat 

dari pandangan hukum progresif dalam pencegahan dan pengawasan tindak 

pidana psikotropika melalui modus baru yaitu melalui transaksi online ada 

beberapa langkah yang harus dilakukan sebagai berikut Pertama meningkatkan 

segi penegakan hukum dan juga melakukan perbaikan regualsi supaya menjadi 

sempurna, kedua meningkatkan fasilitas baik itu dana operasional dan sumber 

daya manusia dibidang aparat penegak hukum seperti Kepolisian,dan Badan 

Nasional Narkotika dan juga lembaga kesehatan atau farmasi supya menjadi 

efisien. ketiga peran masyarakat dalam memberantas tindak pidana psikotropika. 

Jika dilihat dari kontek maqasyid syariah yang tujuannya menjaga kemaslahatan 

dan menghidar kerusakan adapun langkah yang harus dilakukan yaitu meningktan 

literasi masyarakat terhadap penggunaan platform media onlene, peran ulama 

sebagai poros penting dalam meminimalisir dalam peredaran obat terlarang, 

memberi edukasi kepada anak muda baik di sekolah maupun dirumah, peran 

orang tua dalam mendidik anak dengan baik supaya terhindar dari tindak pidana 

tersebut. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

      Pada bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan yang diperoleh dari 

berbagai konsep dan pendapat berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang telah 

dilakukan. Berdasarkan perdebatan dan analisis yang dipaparkan pada Bab III, 

penulis berharap temuan yang diperoleh dapat berguna bagi pengembangan 

skripsi ini di masa mendatang. Adapun judul skripsi ini adalah Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Psikotropika Pasal 41 Ayat 1 Perspektif 

Hukum Progresif dan Maqasyid Syari‟ah Jasser Auda. Satjipto Rahardjo 

mengidentifikasi empat faktor penentu utama dalam kerangka perspektif hukum 

progresif, seperti yang ditunjukkan di atas. Hukum progresif berusaha untuk 

mengidentifikasi dan menerapkan pendekatan hukum yang kreatif dan efektif 

terhadap tantangan hukum saat ini. Berdasarkan temuan penulis, variabel-variabel 

hukum progresif. 

   Berdasarkan analisis Jasser Auda terhadap Pasal 41 ayat 1 Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023  dalam kerangka Maqashid Syariah, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hukum untuk Manusia 

   Hukum progresif menekankan bahwa hukum ada untuk melayani kepentingan 

manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, Pasal 41 Ayat 1 yang membatasi 

penyaluran psikotropika hanya melalui pihak berwenang bertujuan untuk 



93 
 

melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan zat-zat tersebut. Pembatasan 

akses, dokumentasi yang ketat, legitimasi penggunaan, dan tanggung jawab 

profesional adalah langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan ini. 

2. Menolak Status Quo Dalam Berhukum 

     Hukum progresif menolak untuk mempertahankan status quo yang kaku dan 

berusaha untuk selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pasal 41 

Ayat 1 juga harus diinterpretasikan secara dinamis untuk mengatasi akar masalah 

penyalahgunaan narkoba. Pendekatan yang lebih holistik, seperti dekriminalisasi 

atau regulasi yang lebih progresif, mungkin diperlukan untuk mencapai hasil yang 

lebih efektif. 

3. Antisipasi Hambatan 

   Hukum progresif juga mengakui bahwa penerapan hukum tertulis tidak selalu 

berjalan mulus dan dapat menghadapi berbagai hambatan. Oleh karena itu, perlu 

ada antisipasi terhadap risiko pemalsuan dokumen, kolusi internal, pengalihan 

dari tujuan sah, keterbatasan pengawasan, dan interpretasi hukum yang longgar. 

Pendekatan multi-dimensi yang melibatkan teknologi, audit berkala, dan 

koordinasi antar lembaga sangat diperlukan. 

4. Memberikan Peran Besar Dalam Perilaku Manusia 

    Hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku 

manusia dalam hukum. Pasal 41 Ayat 1 harus mempertimbangkan faktor motivasi 

individu, kepatuhan sukarela, persepsi risiko, norma sosial, dan insentif serta 
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disinsentif yang dapat mempengaruhi perilaku manusia. Melibatkan komunitas 

dan memberikan pendidikan serta kesadaran mengenai bahaya penyalahgunaan 

psikotropika adalah langkah penting untuk meningkatkan kepatuhan dan 

menciptakan perubahan perilaku yang lebih berkelanjutan. 

     Kesimpulannya, Pasal 41 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 

2023 dapat menjadi alat yang efektif untuk pencegahan penyaluran psikotropika 

secara ilegal jika diterapkan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum 

progresif. Pendekatan yang holistik dan adaptif, yang memperhatikan kebutuhan 

dan perilaku manusia, sangat penting untuk memastikan hukum dapat melindungi 

masyarakat dengan lebih baik. 

Ada beberapa kesimpulan dalam perspektif Maqasyid Syariah Jasser Auda dalam 

upaya pencegahan penyaluran psikotropika secara online Sebagai berikut : 

1. Sifat Kognitif Dalam SistemHukum Islam 

    Hukum Islam dibedakan antara wahyu dan fikih. Fikih adalah hasil ijtihad dan 

pemikiran manusia yang berusaha memahami wahyu. Ini menunjukkan bahwa 

pemahaman manusia tentang hukum ilahi dapat beragam dan berkembang sesuai 

dengan rasio dan pemahaman mereka. Pasal 41 Ayat 1 Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 sejalan dengan Maqashid Al-Syariah, terutama 

dalam melindungi akal dan kesehatan masyarakat dari bahaya psikotropika. 

2. Keutuhan DalamSistem Hukum Islam 
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   Sistem hukum Islam bersifat holistik dan komprehensif, mencakup berbagai 

aspek kehidupan. Pendekatan holistik ini meningkatkan efektivitas dalam 

penerapan hukum, termasuk dalam regulasi psikotropika. Pasal 41 Ayat 1 

mencerminkan prinsip-prinsip komprehensif, keseimbangan, realisme, dan 

maslahah dalam hukum Islam. 

3. Keterbukaan Dalam Sistem Hukum Islam 

  Hukum Islam terbuka untuk pengembangan melalui ijtihad kontemporer, 

memungkinkan adaptasi terhadap isu-isu modern seperti regulasi psikotropika. 

Pasal 41 Ayat 1 menunjukkan adaptabilitas syariah dan integrasi ilmu pengetahuan 

dalam menghadapi tantangan kontemporer. 

4. Hirarki Saling Berkaitan Dalam Hukum Islam 

   Hukum Islam memiliki hierarki yang saling terkait, mulai dari Al-Quran dan As-

Sunnah hingga fatwa kontemporer dan kebijakan pemerintah.  Pasal 41 Ayat 1 

mencerminkan hierarki ini, memastikan regulasi yang koheren dan komprehensif 

dalam mencegah penyalahgunaan psikotropika. 

5. Multidimensi Dalam Sistem Hukum Islam 

   Hukum Islam mengadopsi pendekatan multidimensi, mempertimbangkan 

berbagai aspek seperti filosofis, sosiologis, psikologis, dan multidisipliner.  Pasal 

41 Ayat 1 menerapkan prinsip multidimensi ini untuk menciptakan regulasi yang 

efektif dan menyeluruh dalam pengawasan penyaluran psikotropika. 

6. Kebertujuan Dalam Sistem Hukum Islam 
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   Sistem hukum Islam berorientasi pada tujuan (maqashid), yang fleksibel dan 

dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi.  Pasal 41 Ayat 1 mencerminkan 

tujuan syariah dalam melindungi akal dan jiwa, serta memastikan kemaslahatan 

umum. 

   Keseluruhan analisis ini menunjukkan bahwa Pasal 41 Ayat 1 Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 sejalan dengan prinsip-prinsip fundamental 

dalam sistem hukum Islam. Regulasi ini tidak hanya mengatur aspek teknis 

penyaluran psikotropika tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip syariah, seperti 

perlindungan masyarakat, keseimbangan, fleksibilitas, dan keterbukaan terhadap 

kemajuan ilmu pengetahuan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan 

multidimensi, hukum Islam menunjukkan kemampuannya untuk tetap relevan dan 

efektif dalam menghadapi tantangan kontemporer. 

B. Saran 

1. Sebagaimana diketahui bahwa obat – obatan yang berjenis psikotropika yang 

memiliki tujuan untuk pelayanan kesehatan dan juga ilmu pengetahuan. 

Maka dari dalam aspek kesehatan perlu pengawasan yang ketat terhadap 

peredaran obat – obat keras dan harus sesuai izin resep dokter supaya dapat 

meminimalisir peredaran illegal tersebut. Agar melindungi dan menciptakan 

kesejahteraan masyarakat dan anak muda. 

2. Perlu edukasi baik itu para penegak hukum dan juga masyarakat mengenai 

penggunaan media online maupu harus secara bijak. Dan juga perlunya  dana 

dan fasilitas yang memadai untuk bisa melacak dan memberantas peredaran 

narkoba secara efisien. Dan menciptakan penegakn hukum yang cukup kuat. 
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